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Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan tidak  dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث Sa ṡ es (dengan titik di  atas) 
ج Jim J Je 
ح Ha ḥ ha (dengan titk di bawah) 
خ Kha Kh ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Zal Ż zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy es dan ye 
 x 
 
ص Sad ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض Dad ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط Ta ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ Za ẓ zet (dengan titk di bawah)  
ع ‘ain ‘ apostrof terbalik 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء Hamzah , Apostof 
ي Ya Y Ye 
 xi 
 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ( ̕ ). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut : 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
 َا fatḥah A A 
 ِا Kasrah I I 
 ُا ḍammah U U 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 
dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 
 




















Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 














..... | َا َى.  
fatḥahdan alif 
atau yā’ 
Ā a dan garis di atas 
ى 
kasrah danyā’ I i dan garis di atas 
ﻮٮ ḍammahdan wau Ū u dan garis di atas 
4. Tā’ Marbūṭah 
Transliterasi untuk tā’ marbūṭahada dua, yaitu: tā’ marbūṭahyang hidup atau 
mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang transliterasinya adalah [t]. 
Sedangkan tā’ marbūṭahyang mati atau mendapat harkat sukun 
transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭahdiikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’ 
marbūṭah itu transliterasinya dengan (h). 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydid ( ّ◌), dalam transliterasinya ini dilambangkan  dengan 
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Jika huruf ىber-tasydid  di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 





6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif 
lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 
seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf 
qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 
mengikutinya.Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 
dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop ( ̕ ) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak 
di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata,istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi 
ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an(dari al-
Qur’ān), alhamdulillah, dan munaqasyah.Namun, bila kata-kata tersebut 
menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus 
ditransliterasi secara utuh.= 
9. Lafẓ al-Jalālah (ﷲ) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 




Adapun tā’ marbūṭahdi akhir kata yang disandarkan kepadalafẓ al-Jalālah 
ditransliterasi dengan huruf [t]. 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf  kapital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan 
huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku 
(EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal 
nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. 
Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan 
huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata 
sandangnya.  Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang 
tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku 
untuk  huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, 
baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, 












Nama   :  Asfar 
Nim      :  10200115015 
  Judul  : Peran Konsultan Politik Dalam Pemilukada di Kota Makassar (Telaah 
Atas Ketatanegaraan Islam) 
   
 Judul skripsi ini adalah Peran Konsultan Politik Dalam Pemilukada di Kota 
Makassar (Telaah Atas Ketatanegaraan Islam). Rumusan masalah dalam hal ini 
adalah: 1)Eksistensi dan kewenangan konsultan politik dalam pemilukada di Kota 
Makassar; 2)Fungsi lembaga konsultan politik dalam pemilukada dalam perspektif 
Hukum Tata Negara Islam; dan 3)Persepsi masyarakat terhadap lembaga konsultan 
politik dalam pemilukada di Kota Makassar. 
 Penelitian ini termasuk jenispenelitian yang menggabungkan antara 
Penelitian Hukum Empiris dan Penelitian  Teologis Normatif. Pendekatan penelitian 
yaitu pendekatan kasus dan pendekatan normatif (syar’i). Sumber data penelitian 
yaitu data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yaitu observasi, 
wawancara, dokumentasi. Instrumen penelitian yaitu pedoman wawancara, buku 
catatan dan pulpen, kamera, alat perekam. Teknik pengolahan dan analisis data yaitu 
pengolahan data dan analisis data. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1)Keberadaan konsultan politik 
dalam Pemilukada di Kota Makassar dirasakan perlu kehadirannya bagi caleg/partai 
politik dalam pemilukada, karena lembaga konsultan politik menjadi jembatan 
informasi publik dengan figur yang berpotensi. Sedangkan kewenangan dari 
konsultan politik yakni lembaga ini bekerja berdasarkan permintaan dari si klien, 
namun tetap bekerja juga untuk kepentingan kelembagaannya. 2)Fungsilembaga 
konsultan politik menurut Hukum Tatanegara Islam yakniLembaga ini ada dan dalam 
melaksanakan pekerjaannya tidak mengganggu setiap tatanan dalam kehidupan 
kenegaraan, justru dengan adanya lembaga konsultan politik dapat membantu para 
caleg/parpol untuk mempelajari kondisi masyarakat. Selain itu dalam Islam, juga 
membolehkan penggunaan jasa konsultan politik dalam pemilukada. 3)Pandangan 
masyarakat yakni boleh saja menggunakan jasa konsultan politik, namun yang perlu 
di tekankan bahwa sebagai pemilih yang cerdas, harus mengenal mana calon yang 
menggunakan cara yang keliru baik dan mana yang menggunakan cara yang jujur dan 
sesuai dengan syariat. 
 Implikasi dari penelitian adalah: 1)Bagi Konsultan politik, sebagai 
konsultan politik yang mengedepankan pemberian pendidikan politik, maka dalam 
masyarakat tradisional dirasa juga perlu diberikan pendidikan politik. 2) Bagi Partai 
Politik, sebaiknya partai politik dalam menggunakan jasa konsultan politik untuk 
kepentingan kelembagaan tetap  perlu memperhatikan kualitas setiap kadernya guna 
meningkatkan kepercayaan masyarakat. 3)Bagi Masyarakat, sebaiknya dalam 
masyarakat yang sedikit tidak mengerti tentang politik, pemberian pendidikan lebih 





A. Latar Belakang Masalah 
 Belakangan ini jasa konsultan politik semakin banyak di gunakan. Hal ini  
dikarenakan banyak politisi maupun partai politik yang mulai menyadari manfaat 
survei dan konsultasi politik. Misalnya dalam pilkada, politisi yang ingin 
mencalonkan umumnya terlebih dulu harus mempunyai hasil survei yang bisa ia 
sodorkan kepada partai politik. Banyak politisi yang memakai jasa mereka untuk 
memetakan kelebihan dan kelemahannya sebelum bertarung di arena pemilihan. 
 Politik menjadi magnet bagi rakyat untuk menghasilkan kebijakan sebuah 
negara. Kebijakan tersebut akan mempengaruhi bagaimana wajah sebuah negara, 
apakah akan berjalan sebagaimana pemerintahan yang pernah berjalan, atau akan 
dibelokkan ke kanan kiri dengan berbagai kebijakan program-program baru negara. 
Hal yang bisa berpengaruh terhadap kebijakan tersebut adalah komunikasi politik dan 
marketing politik.0F1 
Konsultan politik (Political Marketing) merupakan sebuah istilah dalam Ilmu 
Politik yang dihubungkan dengan Ilmu Marketing atau bisnis dan ekonomi. Ia 
minimal merupakan dari dua unsur disiplin keilmuan tersebut, meski dalam 
perkembangannya menghasilkan produk ilmu baru dan banyak yang meminati karena 
kebutuhan dari praktek demokrasi. Peran konsultan politik dalam hal persaingan 
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memperebutkan suara, ia tidak sebatas membuat pemilih memilih partai atau caleg 
tertentu, ia diharapkan mampu membangun loyalitas pemilih, sehingga komunikasi 
yang tepat antara partai dan caleg dengan pemilih harus tepat, mereka tidak bisa 
mengandalkan pola transaksional saja.1F2 
 Konsultan politik atau yang lebih dikenal sebagai konsultan kampanye politik, 
dalam penjelasan diatas dapat dikatakan maksud dari konsultan politik itu sendiri 
sama dengan keberadaan seorang arsitek atau konktraktor, karena berasal dari 
keduanya, muncul ide atau gagasan, karena kesamaan fokus kepentingannya, dalam 
menyusun strategi, serta mengawasi kinerja karyawannya agar sesuai dengan 
planning yang dibuatnya. 
Konsultan politik sangat diperlukan di dalam sebuah partai politik dan/atau 
kandidat peserta pemilihan umum. Partai politik dan para kandidat tersebut 
memerlukan nasihat-nasihat dan pendampingan khusus dari konsultan politik agar 
segala gagasan yang ditawarkan melalui kampanye politiknya tepat guna dan berdaya 
guna dalam kaitannya dengan usaha memenangi pemilihan umum. Para konsultan 
dan pendamping yang biasanya terdiri dari para praktisi yang juga memiliki 
kapabilitas dan kapasitas akademik, juga diperlukan untuk membantu menafsirkan 
situasi nyata yang berkembang bersama-sama bersama dengan para manajer 
kampanye dan para kandidat. Nasihat dapat mencakup apa saja dan seperti apa bentuk 
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kampanye politik serta ke arah mana ditujukan dengan maksud agar kampanye 
semakin efektif, efisien, dan mengenai sasaran dengan sumber daya yang tersedia.2F3 
Konsultan politik tentu saja sangat penting kedudukan dan fungsinya di dalam 
pemasaran politik dan kampanye politik di negara-negara penganut sistem demokrasi. 
Posisi dan peranan mereka sangatlah jelas, yaitu di dalam pengembangan dan 
produksi isi kandungan publikasi politik baik televisi (TV) juga surat-surat langsung. 
Konsultan politik juga mengolah informasi tentang situasi dan kondisi lawan politik 
partai dan kandidat pelanggannya kemudian mempergunakannya sebagai bahan 
rujukan tindakan dan aktivitas kampanye.3F4 
Lembaga konsultan politik pertama, baru didirikan oleh Whitaker dan Baxter 
pada tahun 1930-an, tepatnya di California. Lembaga tersebut di beri nama Campaign 
Inc. Meskipun demikian, konsultan politik berkembang begitu pesat sejalan dengan 
pertumbuhan dan perkembangan periklanan melalui media televisi (TV)  sebagai 
media komunikasi kampanye tahun1960-an. Dalam periode tahun 1960-an tersebut 
Joseph Napolitan mengklaim telah menjadi orang pertama yang menggambarkan 
dirinya sebagai konsultan politik.4F5 
Sejalan dengan kesadaran mengenai peranan penting yang dimiliki para 
konsultan politik, maka dimana-mana di seluruh dunia bermunculan para konsultan 
politik baik dalam bentuk kelembagaan profesional maupun perorangan, dalam 
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lingkup kerja yang luas ataupun melingkupi spesialisasi yang sangat spesialistik. 
Seorang konsultan politik misalnya muncul sebagai sosok pribadi yang memiliki 
pengalaman jurnalistik sehingga bidang konsultasi yang ditawarkan kepada partai dan 
kandidat calon peserta pemilihan umum adalah perihal yang berkenaan dengan 
pemanfaatan secara efektif media massa untuk kepentingan pemasaran dan kampanye 
politik.5F6 
Para konsultan politik dalam menjalankan tugasnya menggunakan berbagai 
strategi yang sesuai dengan pengalaman masing-masing. Adapun strategi dalam Islam 
akan memiliki makna dan impelementasi yang berbeda dengan strategi yang bukan 
Islam. Semua tindakan serta perilaku umat Islam harus di dasari pada perilaku 
Rasulullah saw. Hal ini berimplikasi pada setiap Muslim yang harus berdasarkan 
pada perilaku Rasulullah saw., dalam segala urusan, baik urusan ibadah maupun 
muamalah, termasuk juga dalam hal berpolitik. Sehingga strategi yang digunakan 
dalam pemilu akan bernilai akhlak, dan dalam berlangsungnya kampanye itu akan 
mengandung nilai-nilai rahmah yang sesuai dengan nilai-nilai dalam Islam dan 
Pancasila. 
Nyarwi Ahmad menyebutkan adanya intensitas yang meningkat konstestan 
parpol dan calon kepala daerah memakai industri lembaga survei dan konsultan 
politik sejalan pemilu langsung pasca-2004. Sementara itu, Ahmad menyatakan 
industri konsultan politik menjadi tradisi baru dalam dunia komunikasi politik di 
                                                             





Indonesia. Ia bahkan mendapat dukungan dari industri media. Kini, para peracik 
strategi itu menjadi aktor baru yang ikut mewarnai dunia politik di Indonesia.6F7 
Semula dipakai untuk kepentingan akademis, lembaga survei menjadi sebuah 
peluang bisnis, dan berkembang merangkap sebagai institusi konsultan politik. Pada 
tahun 2005, Denny Januar Aly mendirikan Lingkaran Survei Indonesia. Setelahnya, 
pelbagai lembaga survei dan konsultan politik menjamur sejalan negara kepulauan ini 
mengadakan Pilkada, Pileg, dan Pilpres. 
Menurut Pangi Syarwi Chaniago, Direktur Eksekutif VCRC (Voxpol Center 
Research and Consulting), mengatakan bahwa jasa konsultan politik adalah peluang 
bisnis pada Pilkada dan Pilpres. Dalam perkembangannya, konsultan politik menjadi 
kebutuhan primer bagi politikus. Kadang-kadang, karena sumber daya yang terbatas, 
pekerjaan macam ini kelabakan melayani calon klien.7F8 
Pilgub Provinsi Sulawesi Selatan diikuti oleh empat (4) pasangan calon 
gubernur dan wakil gubernur, yakni pasangan Nurdin Halid-Abdul Aziz Qahhar 
Mudzakkar (NH-Aziz), Agus Arifin Nu’mang-Achmat Tanribali Lamo (Agus-TBL), 
Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman (NA-ASS), dan pasangan independen  
Ichsan Yasin Limpo-Andi Mudzakkar (IYL-Cakka). 
                                                             
7Reja Hidayat, “Rawan Kepentingan: Campur Aduk Lembaga Survei & Jasa Konsultan”,  
Tirto.ID. 25 April 2018. (https:// tirto.id - rej/fhr/) (25 Januari 2019, 04.10 wita). 
8Reja Hidayat, “Rawan Kepentingan: Campur Aduk Lembaga Survei & Jasa Konsultan”,  






Pada Pilgub ini dimenangkan oleh pasangan Nurdin Abdullah-Andi Sudirman 
Sulaiman (NA-ASS) yang mendapat nomor urut 3 dengan perolehan suara sebanyak 
43,87% mengalahkan ketiga kandidat lainnya, yaitu kandidat nomor urut 1 Nurdin 
Halid-Abdul Aziz Qahhar Mudzakkar (NH-Aziz) dengan perolehan sebanyak 27,32% 
suara, kandidat gubernur petahana (incumbent) nomor urut 2 yaitu Agus Arifin 
Nu’mang-Achmat Tanribali Lamo (Agus-TBL) sebanyak 9,85% suara, dan kandidat 
nomor urut 4 pasangan independen Ichsan Yasin Limpo-Andi Mudzakkar (IYL-
Cakka) sebanyak 18,97% suara. Pasangan Prof Andalan ini diketahui menggunakan 
jasa PT. Indeks Politica Indonesia (IPI) sebagai lembaga konsultan politiknya dalam 
menyusun strategi pemenangannya. 
Kemenangan pasangan Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman 
(ProfAndalan) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan periode 2018-
2023 ini tentu bukan merupakan suatu kemenangan yang diperoleh dengan mudah 
karena melihat dari pihak lawannya yang merupakan tokoh dengan latar belakang 
yang memiliki peluang yang cukup tinggi pula untuk menjadi pemenang dalam 
pilgub Sulawesi Selatan ini. Selain itu diketahui pula bahwa pasangan independen 
Ichsan Yasin Limpo merupakan adik kandung dari gubernur sebelumnya yaitu 
Syahrul Yasin Limpo. Hal ini tentu saja merupakan lawan yang kuat, meskipun tidak 
ada partai yang mengusungnya. 8F9 
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PT. Indeks Politica Indonesia (IPI) adalah salah satu lembaga konsultan  
politik yang berada di kota Makassar yang telah ikut berpartisipasi dan berhasil 
memenangkan pasangan Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman dalam pemilhan 
umum Gubernur Sulawesi Selatan. IPI adalah lembaga konsultan independen yang 
bergerak di bidang konsultan (Consulting), penelitian (Research), pelatihan 
(Training), danrekrutmen (Recruitment)dengan media utamanya pada perilaku 
politik. Selama ini IPI telah banyak melakukan survei pemetaan politik di berbagai 
daerah di Indonesia utamanya di wilayah Sulawesi. IPI didirikan sejak tahun 2007 
atas inisiatif para peneliti yang sudah banyak berkecimpung di dunia survei baik 
masalah sosial, ekonomi, dan politik. Pengalaman fenomenal para peneliti IPI adalah 
ketika mereka menjadi pemenangan Kepulauan Buru tahun 2011.9F10 
Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian, dengan memilih judul: PERAN KONSULTAN POLITIK DALAM 
PEMILUKADA di KOTA MAKASSAR (Telaah Atas Ketatanegaraan Islam). 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
     1. Fokus Penelitian 
a.  Konsultan politik  
b.  Pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) 
c. Hukum Tata Negara Islam 
     2. Deskripsi Fokus 
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a. Konsultan politik adalah penasihat atau konsultan kandidat dalam pemilihan kepala 
daerah, pemilihan umum wakil rakyat, atau pemilihan presiden untuk meningkat- 
kan elektabilitas kandidat dengan menggunakan teknik pemasaran komersial yang 
mewakili seperangkat metode yang dapat digunakan oleh organisasi-organisasi 
politik untuk pencapaian tujuan dalam hal program politik atau dalam 
memengaruhi perilaku para pemilih dengan melakukan propaganda (upaya 
disengaja dan sistematis yang bertujuan untuk memengaruhi perilaku seseorang 
agar memberikan respon sesuai kehendak dari pelaku). 
b. Pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) adalah Sarana pelaksanaan 
kedaulatan rakyat, dimana rakyat dapat memilih pemimpin politik secara langsung 
di daerahnya. Yang dimaksud dengan pemimpin politik adalah wakil-wakil rakyat 
yang duduk di lembaga perwakilan rakyat (parlemen) di daerah dan pemimpin 
lembaga eksekutif atau kepala pemerintahan seperti Gubernur, atau 
Bupati/Walikota. 
c. Hukum Tata Negara Islam adalah aturan hukum politik dan ketatanegaraan (fiqh 
siyasah) yang tidak hanya mengatur tentang organisasi negara, hubungan antar alat 
kelengkapan negara, kedudukan warga negara dan hak asasinya namun juga 
mengatur tentang sebuah kekuasaan politik yang mengendalikan atau memimpin 
suatu negara dan semuanya tersebut dikembalikan atau dilandasi pada Al-Qur’an 







C.  Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dikemukakan pokok 
masalahnya, yakni Bagaimana Peran Konsultan Politik dalam Pemilukada di Kota 
Makassar (Telaah Atas Ketatanegaraan Islam)?, berangkat dari pokok masalah 
tersebut, maka ditarik sub masalahnya sebagai berikut: 
1. Bagaimana eksistensi dan kewenangan lembaga konsultan politik dalam 
pemilukada di Kota Makassar? 
2. Bagaimana fungsi lembaga konsultan politik menurut Hukum Tata Negara 
Islam?  
3. Bagaimana perspektif masyarakat terhadap lembaga konsultan politik dalam 
pemilukada di Kota Makassar? 
D.   Kajian Pustaka dan Kajian Penelitian Terdahulu  
1. Kajian pustaka 
a. Roni Tabroni, Marketing Politik (Media dan Pencitraan di Era Multipartai), isi 
buku ini membahas tentang marketing politik di era multipartai, marketing politik 
membangun persepsi, marketing politik sebagai fenomena global. Pada buku ini 
juga membahas tentang kampanye di era marketing politik. Namun, dalam buku 
ini tidak menjelaskan secara detail tentang strategi politik  dan bagaimana peran 
sebenarnya dari konsultan politik dalam pemilihan umum. 
b. Solatun Dulah Sayuti, Komunikasi Pemasaran Politik, isi buku ini membahas 
tentang pemasaran politik, kampanye  untuk pemasaran politik, etika dalam 





dalam buku ini juga menjelaskan mengenai propaganda politik. Namun, isi buku 
ini tidak memaparkan secara jelas mengenai peran dari seorang konsultan politik 
dalam pemilihan umum. 
c.  Leo Agustino, Pilkada dan Dinamika Politik Lokal, isi buku ini membahas tentang 
mekanisme penyelenggaraan pilkada, pilkada dan netralitas birokrasi, merebut hati 
pemilih. Namun, isi buku ini tidak menjelaskan mengenai peran konsultan politik 
dalam pemilukada/pilkada. 
d. Jurnal karya Joko Sutarso Tahun 2011 berjudul, “Pendekatan Pemasaran Politik 
(Political Marketing) Dalam Pemilihan Umum”, jurnal ini berisi tentang 
pentingnya komunikasi politik dalam pelaksanaan pemilihan umum, juga di 
paparkan mengenai segmentasi berdasarkan gender dalam pemilihan umum, 
segmenasi berdasarkan agama, dan segmentasi berdasarkan budaya. Maka yang 
menjadi pembeda dengan penelititan yang akan dilakukan penulis adalah dari segi 
objek penelitiannya, dan juga cakupan jurnal ini yang memfokuskan pada 
segmentasi-segmentasi dalam pemilihan umum. Hal ini hanya berkaitan dengan 
bagaimana pengimplementasian pemasaran politik dalam pemilu secara umum. 
  Berdasarkan dari buku yang menjadi kajian kepustakaan yang telah penulis 
kemukakan, dalam buku diatas kajian teori mengenai konsultan politik dalam 
pemilukada sangat  membantu sebagai panduan dalam penyusunan skripsi ini. Karena 







   2. Kajian Penelitian Terdahulu 
a. Dyah Ayu Sholeha, Marketing Politik Partai Demokrat dalam Pemilu Legislatif 
2014 di Kota Magelang, penelitian dalam Skripsi ini berisi tentang bagaimana 
marketing politik yang dilakukan oleh Partai Demokrat dalam pemilu di kota 
Magelang, begitu juga dengan pandangan Islam menanggapi marketing politik. 
Namun, tidak meneliti tentang bagaimana kewenangan yang dimiliki oleh lembaga 
konsultan politik. 
E.   Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan penelitian 
a. Tujuan umum 
Berdasarkan pokok masalah tersebut, tentunya yang menjadi tujuan umum 
penelitian ini adalah untuk mengetahui peran konsultan politik dalam Pemilukada di 
Kota Makassar. 
b. Tujuan khusus 
Berdasarkan sub masalah tersebut, maka dapat diuraikan tujuan khusus penelitian 
ini diantaranya: 
1) Untuk mengetahui eksistensi dan kewenangan konsultan politik dalam 
pemilukada di Kota Makassar. 
2) Untuk mengetahui eksistensi dan kewenangan lembaga konsultan politik 
menurut Hukum Tata Negara Islam. 
3) Untuk mengetahui perspektif masyarakat terhadap lembaga konsultan politik 





2. Kegunaan penelitian 
a. Untuk mengembangkan Ilmu Pengetahuan, terlebih mengenai konsultan politik 
dalamhasil penelitian. 
b. Untuk menunjang peran konsultan politik sebagai bagiandari Ilmu Pengetahuan di 
bidang konsultan politik dan peran lembaga atau individu dalam kampanyepemilu. 
c.  Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi para teoritis, pemikir dan   
praktisi, dalam memahami kemunculan konsultan politik sebagaibentuk dari 
manajemen politik dan marketing politik yang memiliki potensi darimembentuk 


















A. Pengertian Konsultan Politik 
  Kata konsultan politik merupakan perpaduan antara dua kata yaitu konsultan 
dan politik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsultan adalah ahli yang 
tugasnya memberi petunjuk, pertimbangan, atau nasihat dalam suatu kegiatan 
(penelitian, dagang, dan sebagainya). Konsultan adalah seorang tenaga profesional 
yang menyediakan jasa kepenasihatan (consulancy service) dalam bidang keahlian 
tertentu, misalnya akuntansi, pajak, lingkungan, biologi, hukum, koperasi, dan lain-
lain.10F11 Perbedaan antara seorang konsultan dengan ahli biasa adalah sang konsultan 
bukan merupakan pegawai perusahaan pengguna layanan (client), melainkan seorang 
yang menjalankan usahanya sendiri atau bekerja di sebuah perusahaan kepenasihatan, 
serta berurusan dengan berbagai pengguna layanan (client) dalam satu waktu. 
 Asal mula kata politik berasal dari kata “polis”, yang berarti negara kota. 
Politik dapat berarti suatu disiplin ilmu pengetahuan dan seni.Politiksebagai ilmu, 
karena politik atau ilmu politik memiliki objek, subjek,terminologi, ciri, teori, 
filosofis, dan metodologis yang khas dan spesifik serta diterima secara universal, 
di samping dapat diajarkan dan dipelajarioleh banyak orang.Politik juga disebut 
sebuah seni, karena banyakdijumpai politisi yang tanpa pendidikan ilmu politik, 
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tetapi mampu menjalankan roda politik praktis.11F12 Jadi, dapat disimpulkan bahwa 
politik merupakan suatu peristiwa, kegiatan, atau proses yang melibatkan pemerintah 
dan masyarakat dalam suatu negara dalam membuat kebijakan, keputusan, atau 
mendistribusikan nilai (berupa barang dan jasa) untuk mewujudkan kesejahteraan dan 
kelangsungan hidup masyarakat, bangsa, dan negara. 
   Dari defenisi di atas dapat disimpulkan, Konsultan politik adalah penasihat 
atau konsultan kandidat dalam pemilihan kepala daerah, pemilihan umum wakil 
rakyat, atau pemilihan presiden untuk meningkatkan elektabilitas kandidat. Konsultan 
politik merumuskan strategi kampanye dan menyusun komunikasi politik. 
 Sementara itu mengenai politik dalam Islam, dapat ditemukan dalam  firman 




Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan 
memperhatikan bagaimana akibat (yang diderita) oleh orang-orang sebelum 
mereka? orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka (sendiri) dan telah 
mengolah bumi (tanah) serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang 
                                                             




telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka 
dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku 
zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri 
sendiri.12F13 
 
 Dari ayat di atas kata “’amaru” diulangi sebanyak dua kali yang berbicara 
tentang bumi, diartikan sebagai membangun bangunan, serta mengelolahnya untuk 
memperoleh manfaatnya. Kata ’amaruberasal dari kata ista'marakumyang berarti 
"menjadikan kamu" atau "meminta atau menugaskan kamu" mengolah bumi guna 
memperoleh manfaatnya. Sedangkan di sisi lain, penugasan tersebut dapat merupakan 
pelimpahan kekuasaan politik, disisi lain karena yang menjadikan dan yang 
menugaskan itu adalah Allah Swt., maka para petugas dalam menjalankan tugasnya 
harus memperhatikan kehendak yang menugaskannya. 
   Adapun tugas dari konsultan politik (marketing politik) adalah sebagai berikut. 
 1. Menciptakan strategi kampanye untuk kandidat yang mengikuti pilkada ataupun 
pemilu; 
 2. Mempelajari klien (kandidat) untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang,  
serta ancaman yang akan dihadapi dalam pilkada atau pemilu; 
 3. Mempelajari karakter calon pemilih; 
 4. Menganalisa isu-isu sosial di masyarakat dan kebijakan-kebijakan yang sudah 
ada sehingga dapat merumuskan strategi kampanye yang tepat; 
                                                             





 5. Menentukan strategi terbaik untuk memoles kandidat, agar ia popular, disukai, 
diterima, dan akhirnya layak dipilih; 
 6. Berkoordinasi dengan tim sukses kandidat, lembaga survei, agensi periklanan,  
media massa, dan event organizer dalam melaksanakan strategi dan kegiatan 
kampanye. 13F14 
      Para konsultan politik, karena tergolong sering muncul di media massa baik 
cetak maupun televisi, kemudian memperoleh popularitas layaknya seorang selebritis. 
Pada saat yang bersamaan, lembaga dan pribadi-pribadi yang bergerak didalam 
bidang konsultasi politik pun sebaliknya memanfaatkan media massa televisi untuk 
meningkatkan popularitasnya. Dari wacana malu-malu yang berkenaan dengan relasi 
antara para konsultan politik dan media massa ini kemudian muncul gejala membeli 
slot acara televisi oleh para calon konsultan politikuntuk keperluan memompa 
popularitas dan memasarkan diri kepada para kandidat dan partai politik.14F15 
 Menurut Adman Nursal, pendekatan yang dapat digunakan dalam konsultan 
politik (marketing politik) yakni:15F16 
 1.  Push Marketing 
      Agar memudahkan dalam pengenalan, seorang kandidat perlu menciptakan 
identitas khas dan konsisten berupa nama, logo, desain visual, serta ciri lainnya 
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politik, diakses Selasa, 20 November 2018, 11.10 wita. 
15Solatun Dulah Sayuti, Komunikasi Pemasaran Politik (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 
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sebagai alat identifikasi kontestan sekaligus membedakan diri dengan kandidat 
lainnya. Dalam marketing, identitas itu disebut dengan merek atau brand. 
Tanpa merek yang kuat, sebuah produk politik seperti produk yang tak bertuan, 
dengan merek inilah orang dapat membangun asosiasi-asosiasi terhadap produk 
politik sebuah kontestan. 
2.  Pull Marketing 
    Pendekatan ini terdiri dari dua cara dalam penggunaan media, yaitu dengan 
membayar dan tanpa membayar. Pendekatan ini sangat menentukan 
pembentukan citra seorang kandidat, karena meliputi berbagai aspek yang 
rumit, maka faktor koordinasi sangat penting agar pendekatan ini berguna.  
3.  Pass Marketing 
    Pendekatan ini lebih kompleks karena adanya keterlibatan pihak-pihak, baik 
perorangan maupun kelompok yang berpengaruh besar terhadap para pemilih. 
Para influencer ini dapat di kelompokkan berdasarkan aktivitas yang mereka 
lakukan, yakni: 
a. Influencer aktif adalah perorangan atau kelompok yang melakukan kegiatan secara 
aktif untuk memengaruhi para pemilih. Mereka adalah aktivis isu-isu tertentu atau 
kelompok dengan kepentingan tertentu yang melakukan aktivitas nyata untuk 
memengaruhi para pemilih. 
b. Influencer pasif adalah individu atau kelompok yang tidak memengaruhi para 




selebriti, tokoh-tokoh, organisasi sosial, dan organisasi massa yang menjadi 
panutan masyarakat.  
B.  Sejarah Konsultan Politik dalam Pemilukada 
Sejak reformasi berlangsung di Indonesia tahun 1998, sistem politik mulai 
berubah. Kini kepala pemerintahan dipilih langsung. Presiden dipilih langsung. 
Gubernur dipilih langsung. Bupati, Walikota juga dipilih langsumg. Metode dan 
kultur kompetisi berubah. Seseorang menjadi presiden, gubernur, walikota bukan lagi 
ditentukan partai. Mereka terpilih bukan lagi karena petunjuk pejabat, juga bukan lagi 
dipilih oleh anggota parlemen. Mereka menjadi pemimpin pemerintahan karena 
dipilih langsung oleh ratusan ribu bahkan jutaan pemilih.16F17 
Politik menjadi tak pasti. Siapa yang menang siapa yang kalah, susah kita 
prediksi. Calon partai besar bisa kalah. Presiden yang ingin jadi presiden lagi seperti 
Megawati juga bisa kalah. Orang mulai mencari pegangan baru untuk memahami 
sebab-musabab kemenangan dan kekalahan seseorang dalam pemilu yang dipilih 
langsung. Profesi konsultan politik kerjanya memberikan advis bagaimana harus 
merespon aspirasi dan harapan pemilih sebaik-baiknya, berdasarkan hasil riset yang 
sangat akurat. Kemudian hasil riset itu menjadi basis membuat strategi “image 
                                                             






building” agar sang tokoh semakin selaras dengan harapan dan aspirasi mayoritas 
pemilih.17F18 
  Profesi konsultan politik sudah mapan di Amerika Serikat. Jika kita 
membaca aneka literatur politik, profesi konsultan politik sudah lahir sebelum Perang 
Dunia II. Pada tahun 1930an di California, Amerika Serikat, lahir perusahaan 
bernama Whitakerand Baxter, yang dianggap cikal bakal konsultan politik modern. 
Berbeda dengan sebelumnya, Whitaker and Baxter menggunakan riset dan kampanye 
media untuk membantu para pemimpin terpilih dalam pemilu. Sedangkan profesi ini 
di Indonesia pada Era Orde Baru, profesi konsultan politik tak berkembang karena tak 
ada pemilihan pemimpin yang benar-benar bebas dan dipilih langsung oleh rakyat. 18F19 
Survei mampu mengartikulasikan kembali suara 150 juta pemilih, yang 
tersebar dari Aceh sampai Papua. Setelah mereka didayagunakan dalam pemilu, 
umumnya mereka dilupakan. Yang berbicara di publik setelah pemilu selesai hanya 
tokoh elit. Namun, survey mampu membuat mereka kembali berbicara. Jumlah 
mereka yang 150 juta itu cukup diwakili oleh sampel sebanyak 1200 responden yang 
diambil secara metodik. Kita menjadi tahu sikap 150 juta pemilih itu terhadap, 
misalnya kinerja pemerintahan, bencana alam, hukum Islam, dan lain sebagainya. 
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Kita tak perlu mewawancarai sebanyak 150 juta pemilih itu, tapi cukup melalui survei 
sistem sampel saja.19F20 
Survei menjadi instrumen yang penting sekali bagi demokrasi, yang bersandar 
kepada kedaulatan rakyat. Survei membuat rakyat dapat terus menerus berbicara dan 
didengar pandangannya, harapannya, kekecewaannya, kemarahannya. Di Amerika 
Serikat, Eropa Barat, dan beberapa negara yang demokrasinya matang, terbukti 
bahwa demokrasi itu akan menjadi kokoh jika mengakomodasi kepentingan dan 
aspirasi rakyat. Suara rakyat itu dapat dilihat melalui survei. Tak ada cara lain. Di 
koran hanya sebagian orang yang bersuara. Akan tetapi, dalam survei nasional, 150 
juta pemilih dari Aceh sampai Papua yang berbicara mewakili keseluruhan warga 
negara.20F21 
 Secara geografis, politik kini bukan hanya monopoli masyarakat elite namun 
telah menjadi bagian dari aktivitas yang begitu penting dalam berbagai hal di seluruh 
dunia. Tidak peduli mereka yang berada di negara maju, bahkan di negara tertinggal 
juga politik menjadi sesuatu yang penting. Itu artinya politik politik hari ini bukanlah 
persoalan mau tidak mau, suka atau tidak, tetapi sejauh mana orang dapat 
memanfaatkan yang lainnya. Sebab setiap jengkal tanah sudah menjadi kalkulasi 
politik baik teoritis bahkan secara praktis sudah dikapling oleh Daerah Pemilihan 
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(Dapil) yang “dikuasai” oleh para duta yang akan menyuarakannya di gedung 
parlemen dan pusat kekuasaan.21F22 
 Tingginya angka Golongan Putih (Golput) tidak serta merta mencerminkan 
ketidaktahuan dan ketidakpedulian masyarakat terhadap politik. Setiap orang tidak 
bisa mengelak dari kenyataan bahwa persoalan politik menyita waktu, tenaga, 
pikiran, dan bahkan harta. Artinya, mereka yang tidak menggunakan hak suara di 
waktu pencoblosan pun sesuangguhnya tidak lepas dari terpaan kepentingan politik. 
Paling tidak, masyarakat yang berada di posisi paling bawah sekalipun, pasti pernah 
paling minimal melihat media kampanye, sehingga tidak menutup kemungkinan dia 
harus membicarakannya dengan rekan kerja di tempat kerja, warung kopi, di rumah, 
tetangga, dan lainnya. Sehingga secara tak sadar, dalam masyarakat mau tidak mau 
harus terlibat dalam sebuah pergulatan berpikir tentang dunia politik.22F23 
 Dunia politik kini begitu akrab dalam kehidupan, sehingga dua poin penting 
saat ini yang harus menjadi konsen partai politik maupun kandidat pemimpin ketika 
berbicara tentang kampanye. Pertama, sejauh mana mereka meyakinkan tentang 
partai politik dan kandidat yang ditawarkannya kepada masayarakat. Kedua, 
bagaimana kemudian elite partai politik dan kandidat dapat mengemas partai politik 
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dari sosok tokoh yang diusung menjadi sesuatu yang begitu menarik bagi 
masyarakat.23F24 
 Dalam konteks inilah muncul dalam dunia politik apa yang disebut dengan 
Konsultan Politik (Marketing Politik). Keberadaan marketing politik menjadi sangat 
penting dalam rangka bagaimana menjajakan partai politik dan kandidat menjadi 
seolah-olah barang dagangan yang dipoles dan dicitrakan sebaik mungkin sehingga 
mulai dari aspek luar hingga yang paling abstrak sekalipun dapat dikemas menjadi 
menarik untuk dipandang, dibaca dan akhirnya memengaruhi emosi dan rasio 
masyarakat.24F25 Sehingga konsep yang di tawarkan oleh konsultan politik yaitu 
keinginan untuk memberikan kepuasan terhadap tuntutan para pemilih. 
C.Fungsi dan Tujuan Pemilukada 
   Menurut Rose dan Mossawir, fungsi dari pemilihan umum, yakni:25F26 
1.   Menentukan pemerintahan secara langsung maupun tak langsung 
  Kehidupan politik yang modern menjadikan pemilu berfungsi sebagai suatu 
jalan dalam pergantian dan perebutan kekuasaan yang dilakukan dengan regulasi, 
norma, dan etika sehingga pemerintahan yang akan berkuasa dapat dilakukan secara 
damai dan beradab. Pemilihan tersebut dapat dilakukan secara langsung (rakyat ikut 
langsung memberikan suara) maupun tak langsung (pemilihan hanya dilakukan oleh 
wakil rakyat). 
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       2.  Sebagai wahana umpan balik antara pemilik suara dan pemerintah 
 Pemilu yang digunakan sebagai wahana untuk memilih para pejabat publik 
dapat juga dimanfaatkan sebagai sarana umpan balik dari masyarakat terhadap 
pemerintah yang sedang berkuasa. Ketika pemerintah yang sedang berkuasa dianggap 
tidak menunjukkan kinerja yang baik selama memerintah maka dalam ajang pemilu 
ini para pemilih akan menghukumnya dengan tidak memilihnya kembali. Begitu juga 
sebaliknya jika pemerintah yang sedang berkuasa menunjukkan kinerja yang bagus 
maka besar kemungkinan para pemilih akan memilihnya kembali agar dapat 
melanjutkan roda pemerintahan. 
Sebagaimana dengan firman Allah  Swt, QS. An-Nisaa’/4:58 yang berbunyi: 
 
Terjemahnya: 
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum 
diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 
adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.26F27 
 
                                                             




Kata amanat yang dimaksudkandalam ayat diatas berkaitan dengan banyak 
hal, salah satunya adalah perlakuan adil. Keadilan yang dituntut ini bukan hanya 
terhadap kelompok, golongan, ataupun kaum Muslimin saja, tapi mencakup seluruh 
manusia bahkan seluruh makhluk. 
3.   Barometer dukungan rakyat terhadap penguasa 
 Setelah proses penghitungan suara dan pemenang pemilu usai maka dapat 
diukur seberapa besar dukungan rakyat terhadap mereka yang telah terpilih. Semakin 
besar presentase perolehan suara dari suatu calon maka semakin tinggi tingkat 
dukungan rakyat kepada calon tersebut. 
       4.  Sarana rekrutmen politik 
 Menurut Gabriel Almond, proses rekrutmen merupakan kesempatan rakyat 
untuk menyeleksi kegiatan-kegiatan politik dan jabatan pemerintahan melalui 
penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri 
untuk jabatan tertentu, pendidikan dan latihan. 27F28 
 Lester Seligman menyatakan bahwa pola rekrutmen politik mencakup dua 
proses, yaitu:28F29 
a.  Perubahan dari peranan nonpolitik menjadi peranan politik yang berpengaruh. 
b.  Penetapan dan seleksi orang-orang untuk memegang peranan politik yang khusus. 
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Perekrutan tersebut meliputi pemenuhan syarat untuk mendapatkan status kaum elite 
dan seleksi atau penetapan pada posisi-posisi elite yang khusus. 
Dalam proses rekrutmen politik inilah akan ditentukan siapa-siapa saja yang 
akan menjalankan pemerintahan melalui lembaga-lembaga yang ada. Oleh karena itu, 
fungsi rekrutmen politik memegang peranan yang sangat penting dalam suatu system 
politik. 
       5.  Alat untuk mempertajam kepekaan pemerintah terhadap tuntutan rakyat 
 Sebelum pemilu dilaksanakan, para calon tentu akan melakukan kampanye 
politiknya. Dalam masa kampanye tersebut para calon akan menyampaikan visi, misi, 
serta program yang akan dilaksanakan jika terpilih. Selain itu, pada masa ini rakyat 
juga menyampaikan tuntutan-tuntutannya sekaligus koreksi terhadap pemerintah yang 
sedang berkuasa. Pada saat inilah dilakukan”evaluasi” besar-besaran terhadap kinerja 
pemerintah selama ini. 
 Selanjutnya, Ramlan Surbakti menyebutkan ada tiga tujuan dilaksanakannya 
pemilu.29F30  Ketiga tujuan tersebut antara lain: 
a.  Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif 
kebijakan umum (public policy) dalam demokrasi. Sesuai dengan prinsip 
demokrasi yang memandang rakyat yang berdaulat, tetapi pelaksanaannya 
dilakukan oleh wakil-wakilnya (demokrasi perwakilan). 
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b. Pemilu dapat dikatakan sebagai mekanisme memindahkan konflik kepentingan dari 
masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil rakyat 
yang terpilih atau melalui partai-partai politik yang memenangkan kursi sehingga 
integrasi masyarakat tetap terjamin. 
c.  Pemilu merupakan sarana memobilisasikan dan/atau menggalang dukungan rakyat 
terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik. 
 Selanjutnya, tujuan pemilu dalam sistem demokrasi adalah untuk memilih 
penguasa yang akan menjalankan peraturan yang dikehendaki dan dibuat oleh rakyat. 
Sebaliknya, pemilu dalam Islam bertujuan untuk memilih penguasa yang akan 
menjalankan kitabullah dan sunnah Rasul-Nya, bukan menjalankan hukum kufur 
buatan manusia, seperti dalam demokrasi.30F31 
     Adapun Asas pemilihan umum yaitu: 
a.   Berkala (teratur) 
      Bahwa pemilihan umum itu dilaksanakan secara teratur sesuai dengan konstitusi 
dan ketentuan yang diatur oleh negara bersangkutan, misalnya di Indonesia untuk 
lima tahun atau untuk negara-negara dengan sistem parlementer sesuai dengan 
konstitusinya atau pada saat disepakati oleh perdana menteri dan kepala negara 
apabila ada mosi dari parlementer negara tersebut yang menuntut kabinet mundur. 
b.   Langsung  
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       Pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai 
dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara dalam memilih wakil-wakil yang 
akan duduk di lembaga perwakilan rakyat dan di pemerintahan. 
c.   Umum 
      Pemilihan umum diikuti oleh setiap orang yang sudah memenuhi syarat. 
d.   Bebas 
      Maksudnya dalam memberikan suaranya, si pemilih tidak ada tekanan dari pihak 
manapun yang memungkinkan dia memberikan suara yang tidak sesuai dengan hati 
nuraninya. Dia benar-benar bebas dalam menentukan pilihannya. 
e.   Rahasia 
      Artinya kerahasiaan pemberi suara atas calon atau organisasi/partai peserta 
pemilu yang dipilihnya tidak akan diketahui oleh siapapun, termasuk panitia 
pemungutan suara. 
f.    Jujur 
       Maksudnya adalah tidak boleh terjadi kecurangan-kecurangan dalam pemilihan 
umum tersebut, baik oleh penyelenggara yang memanipulasikan suara-suara untuk 
kepentingan partai/organisasi tertentu, atau oleh organisasi, partai peserta pemilu 
yang berbuat kecurangan-kecurangan dengan memberikan informasi tentang dirinya 
yang mungkin belum berhak memilih tetapi sudah memperoleh keterangan yang 
menyatakan ia berhak memilih atau meperoleh dua kartu suara karena kelicikannya 
sehingga dapat memilih dua kotak suara yang berjauhan tempatnya. Tepatnya 




g.   Adil 
      Dalam penyelenggaraan pemilihan umum setiap pemilihan dan partai politik 
peserta pemilihan umum mendapat perlakuan yang sama, bebas dari kecurangan 
pihak manapun.31F32 
 Suatu pemilihan umum disebut demokratis kalau memiliki “makna”. Istilah 
“bermakna” bagi Axel Hadenius merujuk pada tiga kriteria, yakni: 
     1. Keterbukaan; 
     2. Ketepatan dana; 
     3. Keefektifan pemilihan umum.32F33 
 Lebih jauh ia menjelaskan, partisipasi politik yang bermakna dari rakyat demi 
tujuan legitimasi vertikal dari kekuasaan politik dan akuntabilitas pemegang 
kekuasaan politik kepada warga negara juga memerlukan tambahan hak-hak politik 
yang efektif. 
D.  Gambaran Umum Pengertian Pemilihan Umum Kepala Daerah 
1.  Pengertian Pemilukada 
      Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pemilu diartikan sebagai proses, cara 
perbuatan memilih yang dilakukan serentak oleh seluruh rakyat suatu negara.  
Pemilihan umum adalah suatu sarana bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam 
memberikan suaranya guna memilih wakil rakyat, serta merupakan bukti adanya 
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upaya untuk mewujudkan demokrasi. Pemilu dapat diartikan sebagai suatu lembaga 
sekaligus praktik politik yang memungkinkan untuk terbentuknya suatu pemerintahan 
perwakilan (representative government). Pemilihan umum juga disebut dengan arena 
‘political market’yang berarti bahwa pemilu menjadi tempat dan individu/ 
masyarakat untuk berinteraksi dan melakukan kontrak sosial dengan para peserta 
pemilu. 
  Pilkada/Pemilukada merupakan salah satu langkah maju dalam mewujudkan 
demokrasi di level lokal. Tip O’Neill menyatakan bahwa ‘all Politics is local’  yang 
dapat di maknai sebagai demokrasi di tingkat nasional akan tumbuh berkembang 
dengan mapan dan dewasa apabila pada tingkat lokal nilai-nilai demokrasi berakar 
dengan baik terlebih dahulu. 33F34Maksudnya, demokrasi di tingkat nasional akan 
bergeraka ke arah yang lebih baik apabila tatanan, instrumen, dan konfigurasi 
kearifan serta kesantunan politik lokal lebih dahulu terbentuk. 
  Pemilukada di mata masyarakat hanya dijadikan ajang perebutan kekuasaan 
oleh segelintir elite politik untuk mendapatkan kekuasaan dalam pemerintahan. 
Menurut J. Kristiadai partai politik yang seharusnya menjadi instrumen untuk menilai 
calon yang paling baik bagi masyarakat, cenderung lebih mementingkan calon-calon 
yang loyal kepada atasan daripada calon diluar partai yang memungkinkan dianggap 
masyarakat lebih berkualitas dan lebih pantas menjadi kepala daerah. Faktor lain 
dalam pelaksanaan pemilukada adalah mencuatnya sentimen primordialisme dengan 
                                                             





munculnya dikatomi antara “putera daerah” yang lahir ditempat dimana pemilukada 
dilangsungkan, dan “non-putera daerah” yang tidak lahir di daerah tersebut.34F35 
Pemilihan umum (pemilu) adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah 
(DPD), presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (DPRD), yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, 
jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.35F36 
Secara konseptual, Ibnu Tricahyono mendefenisikan pemilu dengan sudut 
pandang yang abstrak dan  filosofis. Ibnu menyatakan bahwa pemilihan umum 
merupakan instrumen untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud 
membentuk pemerintahan yang sah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan 
kepentingan rakyat.36F37 
 Secara teknis operasional, Umaruddin Masdar mengartikan pemilu merupakan 
pemberian suara oleh rakyat melalui pencoblosan tanda gambar untuk memilih wakil-
wakil rakyat. Sedangkan Andrew Reynolds lebih luas menyatakan bahwa pemilu 
adalah metode yang didalamnya suara-suara yang diperoleh dalam pemilihan 
diterjemahkan menjadi kursi-kursi yang dimenangkan dalam parlemen oleh partai-
partai dan para kandidat. Pemilu merupakan sarana penting untuk memilih wakil-
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wakil rakyat yang benar-benar akan bekerja mewakili mereka dalam proses 
pembuatan kebijakan negara.37F38 
Bagi Aurel Croissent,dkk. Pemilu adalah kondisi yang diperlukan bagi 
demokrasi. Tetapi, pemilu saja tidak menjamin demokrasi, karena demokrasi 
memerlukan lebih dari sekedar pemilu. Pemilu bukan hanya seharusnya 
mencerminkan kehendak rakyat dan mengintegrasikan warga negara ke dalam proses 
politik saja, melainkan juga melegitimasi dan mengontrol kekuasaan pemerintahan. 
Sarana penting untuk mencapai sasaran-sasaran ini ialah sistem pemilu.38F39 
 Pendapat yang kritis dan agak panjang terkait dengan pemilu adalah dari Mc 
Iver yang menyatakan, dengan pemilihan umum saja rakyat sudah dibatasi dalam 
pilihannya. Pada umumnya mereka memilih antara calon-calon yang tidak diajukan 
mereka sendiri. Organisasi partai menguasai bagian yang terbesar dari seleksinya. 
Partai hanya memberikan kepada rakyat pemutusan antara calon-calonnya dan calon-
calon partai lain. Kandidat yang “merdeka” sangat dipersulit dan sekurang-kurangnya 
ia membaurkan persoalan. Seleksi oleh partai adalah jauh daripada suatu proses yang 
demokratis. Ia dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan, jasa yang telah 
diberikan dalam hal keuangan atau dengan cara lain kepada organisasi, tentang gengsi 
yang melekat pada golongan-golongan keluarga yang terkenal, tentang kesediaan 
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calon untuk menaati perintah partai dan tentang keinginan-keinginan daripada 
pemimpin-pemimpin inti pusat partai yang mengendalikan partai.39F40 
 Pemilihan umum dianggap sebagai sarana untuk mengetahui kehendak dari 
rakyat, untuk itu Bintan R. Saragih berpendapat, Pemilu pertanda dari kehendak 
rakyat dalam suatu demokrasi, dengan pemilihan umum suatu negara menyebutkan 
dirinya sebagai negara demokrasi dalam arti yang sebenarnya. Suatu negara yang 
menyelenggarakan pemilihan umum pun belum tentu sepenuhnya dapat disebut 
sebagai satu negara yang betul-betul demokratis. Seperti disebutkan, masih dapat 
dipertanyakan seberapa banyak wakil rakyat dalam lembaga perwakilan yang dipilih 
langsung oleh rakyat, apakah lebih sedikit dari yang diangkat atau bila seluruhnya 
pun dipilih langsung oleh rakyat masih di pertanyakan apakah asas-asas pemilihan 
umum tersebut.40F41 
     Sedangkan jika ditinjau makna pemilu dalam konteks negara hukum adalah 
bahwa Indonesia merupakan negara hukum (rechtstaat) dengan landasan Pancasila 
dan UUD 1945 bermakna bahwa segala aktivitas dalam kehidupan bernegara 
haruslah bisa dipertanggungjawabkan dihadapan hukum. Hal ini berarti bahwa 
pemilu yang merupakan jalur resmi untuk menyeleksi para calon pejabat, baik 
eksekutif maupun legislatif, berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat untuk 
menentukan pendapatnya. Selain itu pemerintah wajib untuk menjamin kebebasan 
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setiap warga negara dalam menyampaikan pendapat dan aspirasinya sepanjang masih 
berada dalam koridor hukum yang telah ditentukan.41F42 
 Pemilukada merupakan suatu perwujudan demokrasi dalam kehidupan 
kenegaraan. Karena pemilukada tidak hanya merupakan pesta demokrasi yang 
diselenggarakan dalam waktu lima tahun sekali, akan tetapi pemilukada lebih 
merupakan saran untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam setiap pemerintahan 
negara Republik Indonesia. Pemilukada ini dapat menjadi tonggak sekaligus 
merupakan indikator perwujudan demokrasi. 42F43 
 Pengertian Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasrkan 
Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 
Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah 
dan Wakil Kepala Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 
Tentang Perubahan atas PP Nomor 6 Tahun 2005 adalah : “sarana pelaksanaan 
kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkanPancasila 
dan UUD NRI Tahun1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah”.43F44 
 Joko J. Prihantoro menyatakan bahwa “Pemilihan Kepala Daerah merupakan 
rekruitmen politik yaitu penyeleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan 
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diri sebagai kepala daerah, baik Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati atau 
Walikota/Wakil Walikota”. Dalam kehidupan politik di daerah, pemilukada 
merupakan salah satu kegiatan yang nilainya equivalen dengan pemilihan anggota 
DPRD. Equivalen tersebut ditunjukkan dengan kedudukan yang sejajar antara 
anggota DPRD dan Kepala Daerah. 
      2.  Pemilukada Sebagai Sarana Demokrasi 
Pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) adalah pemilihan umum yang 
diselenggarakan ditingkat lokal. Pemilukada merupakan pelaksanaan pemilu ditingkat 
daerah dalam rangka memilih pemimpin daerah. Oleh karena itu, makna dan 
tujuannya tidak ada bedanya dengan makna dan tujuan pemilu pada umumnya. Hanya 
saja pemilu sering dimaknai dalam artian yang lebih luas dengan cakupan nasional.44F45 
 Mengawali pemahaman  mengenai makna dari sistem pemilu, terlebih dulu 
kita perlu memahami konsep demokrasi yang menjadi latar belakang dari 
dilaksanakannya pemilu tersebut. Konsep demokrasi pada hakikatnya mempunyai 
keterkaitan yang sangat erat dengan konsep pemilu. Berangkat dari pengertian 
demokrasi yang berarti pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Maka 
hal ini mengandung makna bahwa kekuasaan negara tersebut berada ditangan rakyat 
dan segala tindakan negara ditentukan oleh rakyat. Untuk mewujudkan pengertian 
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tersebut maka pemilu dipercaya sebagai suatu cara untuk mengangkat eksistensi 
rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam suatu negara.45F46 
 Pemilukada merupakan tonggak baru demokrasi di Indonesia. Bahwa esensi 
demokrasi adalah kedaulatan yang berada di tangan rakyat yang di manifestasikan 
melalui pemilihan langsung yang dilakukan oleh masyarakat yang diselenggaraakan 
dengan jujur, adil, dan aman. Seperti yang diungkap oleh Abdul Asri, mengatakan 
bahwa, Pemilukada langsung merupakan tonggak demokrasi terpenting di daerah, 
tidak hanya terbatas pada mekanisme pemilihannya yang lebih demokratis berbeda 
dengan sebelumnya tetapi merupakan ajang pembelajaran politik terbaik dan 
perwujudan kedaulatan rakyat. Melalui pemilukada langsung rakyat semakin 
berdaulat, dibandingkan dengan mekanisme sebelumnya dimana kepala daerah 
ditentukan oleh sejumlah anggota DPRD. Sekarang seluruh rakyat yang mempunyai 
hak pilih dan dapat menggunakan hak suaranya secara langsung dan terbuka untuk 
memilih kepala daerahnya sendiri. Inilah esensi demokrasi dimana kedaulatan 
sepenuhnya ada ditangan rakyat, sehingga berbagai distorsi demokrasi dapat di tekan 
seminimal mungkin.46F47 
 Berdasarkan pendapat yang dikemukakan diatas, maka pada hakikatnya 
pemilukada merupakan sebuah peristiwa luar biasa yang dapat membuat perubahan 
berarti bagi daerah. Ini merupakan suatu cara dari kedaulatan rakyat yang menjadi 
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esensi dari demokrasi. Oleh karena itu, esensi demokrasi yang melekat pada 
Pemilukada hendaknya disambut masyarakat secara sadar dan cerdas dalam 
menggunakan hak politiknya. Partisipasi, aktif, cermat, jeli hendaknya menjadi 
kesadaran politik yang harus dimiliki oleh masyarakat daerah dalam Pemilukada ini. 
 Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat disimpulkaan bahwa Pemilukada 
merupakan hal yang esensial dalam berdemokrasi sebagaimana para ahli bersepakat 
bahwa pemilu terkhusus pemilukada merupakan salah satu kriteria untuk mengukur 
tingkat demokrasi suatu sistem politik. Pada intinya, suatu pemilu dianggap 
demokratis apabila memenuhi unsur-unsur, yaitu: 
 1. Pemilu dilakukan secara teratur; 
 2. Pemilu dilakukan secara adil dan memberikan peluang kompetisi yang luas 
bagi setiap kontestan; 
 3. Pemilu memberikan hak pilih universal bagi setiap warga negara untuk 
memilih dan dipilih; 
 4. Pemilu dilakukan secara bebas oleh pemilih tanpa adanya ancaman dan 
paksaan; 
 5. Pemilu diselenggarakan oleh lembaga yang independen; 
 6. Pemilu yang tidak menyumbat saluran apresiasi rakyat. 47F48 
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E.  Pemilihan Umum dalam Islam 
Pemilu dalam bahasa Arab disebut “تﺎﺑﺎﺨﺘﻧﻻا”jamak dari “بﺎﺨﺘﻧا”yang berarti 
“ ارﺎﯿﺘﺧﻻ ”(pilihan) dan “ءﺎﻘﺘﻧﻻا”(seleksi). Secara terminologi, menurut Akram Kassab, 
Pemilu “تﺎﺑﺎﺨﺘﻧﻻا”(adalah suatu mekanisme untuk berkontribusi dalam pengambilan 
keputusan, dimana rakyat memilih representasi mereka sebagai dewan legislatif 
(majalis al-niyabah), kekuasaan eksekutif (tanfiziyyah) dan yudikatif (qadhaiyyah), 
serta hukum negeri).48F49 
 Penyelenggaraan pemilu atau pilkada adalah dalam rangka nashbul imam 
(mengangkat pemimpin), dimana nasbul imam dalam Islam hukumnya adalah wajib 
karena kehidupan manusia akan kacau (fawdla/chaos) tanpa adanya pemimpin. 
Dalam hal ini, Pemilu merupakan salah satu implementasi prinsip “kedaulatan 
rakyat”, dimana kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Artinya, kedaulatan rakyat 
adalah bahwa suara rakyat dan kemaslahatan mereka yang harus menjadi acuan 
tertinggi bagi setiap kebijakan pemerintah dan negara, bukan kepentingan segelintir 
orang yang berkuasa. Ini sejalan dengan konsep kekuasaan yang diajarkan Islam, 
yang tidak dimaksud lain kecuali untuk mewujudkan dan melindungi kebaikan 
(kemaslahatan) segenap rakyat. 
Melalui Pemilu, rakyat ikut menentukan siapa yang terbaik bagi mereka untuk 
menjadi pemimpin (presiden, gubernur, bupati/walikota, kepala desa) atau wakil 
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dalam lembaga legislatif (DPR-RI/DPR-D/DPD) yang menurut keyakinan mereka 
minimal memiliki dua kualifikasi: kecakapan (fathânah/capability) menjalankan 
tugasnya, dan sifat amanah (credibility) dalam mengemban mandat rakyat, benar-
benaruntuk rakyat yang memberikan mandat di pundaknya.  
Hal ini sesuai dengan firman Allah  swt, QS. Al-Qashash/28:26 yang 
berbunyi: 
                          
  Terjemahnya: 
Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai 
orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling 
baikyang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat 
dipercaya."49F50 
  
Jika dikehendaki lebih komprehensif seharusnya seorang pemimpin harus 
memiliki empat sifat sebagai berikut: Shiddîq (honest/jujur), Amânah 
(terpercaya),Tablîgh(accountable)dan Fathânah (capable/cakap). Sifat-sifat inilah 
yang secara sempurna dimiliki oleh pemimpin agung seperti Rasulullah saw, dan 
seharusnya juga oleh para pemimpin ummat/masyarakat sesuai dengan bobotnya. 50F51 
 Dalam masa awal sejarah pemerintahan Islam, pemilihan umum seperti yang 
kita kenal sekarang memang belum terjadi. Pada masa itu seseorang diangkat sebagai 
pemimpin negara/kepala pemerintahan oleh sejumlah tokoh yang dianggap mewakili 
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aspirasi warga secara luas. Sesudah seseorang diangkat, barulah warga masyarakat 
secara langsung menyatakan janji setia (baiat) kepada pemimpin tersebut. 
 Suksesi dan pengangkatan pemimpin pemerintahan dalam sejarah awal Islam 
berbeda-beda polanya. Rasulullah saw., menjadi pemimpin diangkat oleh Allah swt., 
namun secara alami juga kesepakatan para sahabat. Sahabat Abu Bakar sebagai 
Khalifah Pertama (11–13 H/632–634 M) melalui dukungan beberapa tokoh, terutama 
dari kalangan Muhajirin dan Anshar dalam peristiwa Tsaqifah Bani Sa’idah; diawali 
oleh Umar bin Khattab, lalu diikuti Sahabat Utsman bin Affan dan kemudian yang 
lain-lain sampai akhirnya diterima oleh masyarakat luas melalui baiat. Penobatan 
Sahabat Umar bin Khattab sebagai Khalifah Kedua (13-23 H/634-644 M) 
menggantikan Sahabat Abu Bakar terjadi melalui wasiat/penunjukan oleh 
SahabatAbu Bakar sendiri, baru kemudian diamini oleh masyarakat luas. Lain lagi 
dengan Khalifah Utsman; beliau tampil menggantikan Khalifah Umar bin Khattab 
menjadi Khalifah Ketiga (23-35 H/644-656 M) melalui formatur (ahl al-halli wa al 
‘aqdi) sebanyak enam orang yang ditunjuk oleh Khalifah Umar sendiri. Kemudian 
Sayidina Ali menjadi Khalifah Keempat (36-41 H/656-661 M) menggantikan 
Khalifah Utsman melalui desakan sebagian sahabat, terutama dari para veteran 
Perang Badar.51F52 
 Selanjutnya Muawiyah bin Abi Sufyan menggantikansahabat Ali bin Abi 
Thalib. Setelah Muawiyah bin Abi Sufyan, suksesi kepemimpinan terjadi melalui 
pewarisan kepada anak atau kerabat seperti lazimnya sistem monarki, suatu sistem 
                                                             




rekrutmen kepemimpinan (suksesi) yang sejatinya tidak sejalan dengan idealitas 
Islam. 
Dalam proses pemilihan pemimpin, Sahabat Umar bin Khattab menggunakan 
pola yang dekat dengan mekanisme pemilu sekarang, yaitu menjalankan keputusan 
berdasarkansuara terbanyak. Telah dimaklumi bersama bahwa menjelang wafatnya, 
sahabat Umar bin Khattab membentuk “tim enam plus satu” (6+l) yang dikenal 
dengan ahlul halli wal aqdi, untuk membentuk dan memilih pemimpin umat Islam 
sebagai pengganti beliau. Tim 6+1 ini terdiri dari para Sahabat Nabi yang sangat 
tersohor seperti Ali bin Abi Thalib, Utsman binAffan, Abdurrahman bin Auf, Sa’ad 
bin Ubadah, Thalhah binZubair, dan Zubair bin Awwam ditambah Abdullah bin 
Umar yang hanya diberi hak memilih namun tidak untuk dipilih.52F53 
Sahabat Umar meminta Tim 6+1 ini bermusyawarah untuk menentukan 
pemimpin umat Islam sesudah beliau, dengan mekanisme sebagai berikut: apabila 
empat dari 6+1 sepakat terhadap satu orang, maka yang lain harus setuju. Apabila ada 
tiga orang yang bersepakat pada satu orang, sedangkan tiga orang lainnya sepakat 
pada orang yang berbeda, maka yang menjadi penentu adalah suara faksi ketiga 
dengan memilih salah satu dari dua orang yang diusulkan sebelumnya. Semua pihak 
harus setuju dengan pilihan ini. Begitulah hingga Tim6+1 ini bersepakat memilih 
Sahabat Utsman bin Affan sebagai Khalifah ketiga menggantikan Sahabat Umar.53F54 
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A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode 
penelitian deskriptif kualitatif lapangan (field  research).Penelitian kualitatif 
merupakan penelitian yang berupaya menganalisis kehidupan sosial dengan 
menggambarkan dunia sosial dari sudut pandang atau interpretasi individu (informan) 
dalam latar alamiah.Dengan kata lain, penelitian kualitatif berupaya memahami 
bagaimana seseorang individu melihat, memaknai atau menggambarkan dunia 
sosialnya. Pemahaman ini merupakan hasil interaksi sosialnya. 
2. Lokasi penelitian 
Penyusunan skripsi ini peneliti memilih lokasi penelitian di Kota Makassar, 
pada Lembaga Konsultan Politik PT. Indeks Politica Indonesia (IPI), Partai Politik 
Golkar, PAN, PKS, dan PDI Perjuangan, dan Tokoh Masyarakat Nahdatul Ulama 
(NU) dan Muhammadiyah. 
Adapun alasan pemilihan lokasi ini adalah berdasarkan pengamatan yang 
dilakukan pada observasi awal bahwa adanya lembaga konsultan politik dan partai 





selain itu, lokasi yang peneliti pilih memudahkan peneliti dalam meneliti serta 
memperoleh data dan informasi demi terpenuhinya tujuan penelitian. 
B. Pendekatan Penelitian 
Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan, yaitu: 
1. Pendekatan yuridis empiris 
 Yuridis empiris adalah pendekatan penelitian yang dilakukan untuk 
menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dengan 
menggunakan fakta  yang konkrit. Hal ini dimaksudkan untuk melihat kenyataan 
yang ada di masyarakat. 
       2.   Pendekatan teologis normatif 
Pendekatan teologis normatif berarti pendekatan kewahyuan atau pendekatan 
keagamaan dengan melandaskan pada sumber-sumber hukum Islam.Pendekatan ini 
dirangkai dengan melihat permasalahan yang ada dan menariknya kedalam perspektif 
hukum sesuai dengan sumber hukum Islam. 
C. Sumber Data 
Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yang digunakan, yaitu sumber 
data primer dan sumber data sekunder, kedua sumber data tersebut akan 
dideskripsikan sebagai berikut: 
1. Sumber data primer 
Sumber data primer adalah suatu sumber pokok untuk mendapatkan data 




Konsultan Politik PT. Indeks Politica Indonesia (IPI) sebanyak 2 orang informan, 
Partai Politik Golkar, PAN, PKS, dan PDI Perjuangan masing-masing 1 orang 
informan, dan Tokoh Masyarakat Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah 
masing-masing 1 orang informan dengan menggunakan metode wawancara 
(interview) pada informan, sehingga jumlah keseluruhan dari informan adalah 
sebanyak 8 orang, guna mendapatkan informasi tentang peran konsultan politik dalam 
pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) dalam perspektif ketatanegaraan Islam. 
Namun, selama masa penelitian yang di mulai dari proses memasukkan surat 
penelitian ke lembaga, partai, maupun tokoh masyarakat, penulis memeroleh kendala 
berupa tidak adanya konfirmasi dari pihak DPD Partai PKS Kota Makassar, sehingga 
untuk hasil wawancara dari informan dari pihak partai PKS tidak ada untuk penelitian 
ini.   
2. Sumber data sekunder 
Sumber data sekunder adalah  sumber data tambahan yang diambil dari kajian 
pustaka berupa buku, jurnal dan referensi-referensi lainnya. 
Tabel informan 
No.              Nama Informan        Jumlah Informan Ket 
 1 Lembaga PT. IPI (Indeks Politica 
Indonesia) 
          2 orang  




 3  Partai PDI Perjuangan           1 orang  
 4  Partai PAN           1 orang  
  Tokoh Masyarakat Nahdatul 
Ulama (NU) 
          1 orang  
 6 Tokoh Masyarakat Muhammadiyah           1 orang  
 
D. Metode Pengumpulan data 
           Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah: 
1. Wawancara 
Wawancara merupakan metode utama yang di dalam mengumpulkan data 
kualitatif. Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan 
untuk tujuan penlelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara 
pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa 
menggunakan pedoman (guide) wawancara, di mana pewawancara dan informan 
terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Dengan demikian kekhasan 
mendalam adalah keterlibatannya dalam kehidupan informan.54F55 
 
 
                                                             





2. Observasi atau Pengamatan 
Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan 
menggunakan pancaindera mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindera 
lainnya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit. Karena itu, observasi adalah 
kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca 
indera mata serta dibantu dengan pancaindera lainnya. 55F56 
3. Dokumentasi 
Dokumentasi atau metode dokumenter adalah salah satu metode pengumpulan 
data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial.56F57Metode dokumenter 
dilakukan dengan pengambilan gambar dalam proses penelitian berlangsung. 
Dokumentasi ini biasa dilakukan dalam proses wawancara atau dalam proses 
pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis. 
E. Instrumen  Penelitian 
Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan meliputi, peneliti sendiri, 
pedoman wawancara yang berfungsi sebagai pengarah dalam memperoleh data dari 
informan secara sistematis, pedoman observasi yang berfungsi sebagai pengarah 
jalannya observasi sehingga penelitian bisa tepat sasaran, dan kamera atau tab 
recorder sebagai instrumen yang berfungsi untuk menyimpan bahan penelitian atau 
observasi sebelum dicatat dalam hasil penelitian.  
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F. Teknik Pengelolaan  dan Analisis Data 
1. Teknik pengelolaan data 
a. Editing adalah kegiatan untuk memeriksa data mentah yang telah dikumpulkan, 
meliputi melengkapi data yang kurang atau kosong, memperbaiki kesalahan-
kesalahan atau kekurang jelasan dari pencatatan data, memeriksa konsistensi data 
sesuai dengan data yang diiginkan, memeriksa keseragaman hasil pengukuran 
(misalnya keseragaman satuan) dan memeriksa reliabilitas data (misalnya 
membuang data-data yang ekstrim). 
b. Coding adalah kegiatan untuk membuat pengkodean terhadap data sehingga 
memudahkan untuk dianalisis.57F58 
2. Analisis data 
Analisis data adalah suatu proses pengklasifikasian, pengkategorian, 
penyusunan dan elaborasi, sehingga data yang telah terkumpul dapat diberikan makna 
untuk menjawab masalah penelitian yang telah dirumuskan atau untuk mencapai 
tujuan penelitian.  Analisis data dilakukan dengann langkah-langkah sebagai berikut: 
a. Reduksi data (data reduction) 
Reduksi data adalah malakukan penyederhanaan, pengabstrakan, pemilahan 
dan pemetaan (persamaaan dan perbedaan) sesuai dengan fokus penelitian secara 
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sistematis dan intregral.58F59Data reduksi intinya mengurangi data yang tidak penting 
sehingga data yang terpilih dapat diproses ke langkah selanjutnya. 59F60 
b. Penyajian data (data display) 
Penyajian data yang dimaksud menampilkan berbagai data yang telah 
diperoleh sebagai sebuah informasi yang lebih sederhana, selektif dan memudahkan 
untuk memaknainya. 
c. Penarikan kesimpulan 
Penarikan kesimpulan merupakan akhir dari rangkaian analisis data setelah 
sebelumnya dilakukan reduksi dan penyajian data, yang menjelaskan alur sebab 
akibat suatu fenomena dan fenomena terjadi. 60F61 
G. Pengujian Keabsahan Data 
Penelitian kualitatif harus memenuhi keabsahan data (Lincoin dan Guba, 
1985). Oleh karena itu penelitian ini menggunakan kriteria yakni: 
1. Triangulasi yaitu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu 
yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding 
terhadap data tersebut. 
2. Mengadakan member check yaitu dengan menguji kemungkinan dugaan-
dugaan yang berbeda dan mengembangkan pengujian-pengujian untuk 
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mengecek analisis dengan mengaplikasikannya pada data, serta dengan 
mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang data.61F62 
                                                             






PERAN KONSULTAN POLITIK DALAM PEMILUKADA DI KOTA  
MAKASSAR 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Kantor Lembaga Konsultan Politik PT. Indeks Politica Indonesia (IPI) 
 Indeks Politica Indonesia (IPI) Adalah lembaga konsultan independen yang 
bergerak di bidang  Consulting-Research-Training-Recruitment, yaitu sebagai 
konsultan, penelitian, pelatihan, dan media utamanya pada perilaku politik. Selama 
ini IPI  telah banyak melakukan survei pemetaaan politik di berbagai daerah di 
Indonesia utamanya di wilayah Sulawesi. IPI Berdiri sejak tahun 2007 atas inisiatif 
para peneliti yang sudah banyak berkecimpung di dunia survei baik  masalah sosial, 
ekonomi dan politik. 
 Indeks Politica Indonesia (IPI) mulai dirancang pada tahun 2007, dan tahun 
2010 masih bermitra dengan sebuah lembaga di Jakarta yaitu LKPI karena pada saat 
itu ketua IPI saat ini menjabat sebagai direktur Indonesia Timur dilembaga tersebut, 
kemudian barulah dipopulerkan pada tahun  2011 secara resmi sebagai perusahaan 
yang menerima klien secara terbuka, dan pada tahun 2011 ini dipisahkan dan berdiri 
sendiri sebagai PT. Indeks Politica Indonesia (IPI) secara mandiri dan menawarkan 
kerja sama dengan pihak pengguna jasa konsultan politik, ketika awal berdiri 
memiliki sekitar 3-4 Direktur, seperti Direktur Riset dan Pemenangan Pemilu, SDM, 
Keuangan, dan Direktur Survei dan Entri Data, karena keempat Direktur tersebut 
menjadi kebutuhan sentral dalam mengelolah lembaga riset dan konsultan politik, 
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namun pada masa awal berdirinya sering terjadi pergantian direktur karena beberapa 
pihak yang menjabat memiliki pekerjaan lainnya, dan ada juga yang masih kuliah.62F63 
 Beralamat di Jalan Ujung Bori Lama No.1C, Antang, Kec. Manggala, Kota 
Makassar, Sulawesi Selatan 90233, PT. Indeks Politica Indonesia (IPI)  merupakan 
salah satu lembaga konsultan politik di Provinsi Sulawesi Selatan yang mempunyai 
visi dan misi adalah sebagai berikut.63F64 
Visi :  
Membangun demokrasi dan pendidikan politik bangsa guna terciptanya 
negara Indonesia yang demokratis yang digerakan oleh kedewasaan berpolitik 
masyarakatnya. 
Misi:  
 Mendukung penguatan sistem demokrasi langsung di Indonesia melalui 
penelitian yang profesional dan pelatihan yang berguna dan berkualitas bagi 
masyarakat, institusi politik, media, kalangan bisnis dan pengambil kebijakan 
di Indonesia. Mendidik, mendorong dan membekali masyarakat dalam proses 
pengambilan kebijakan publik. 
 Sejak berdirinya sebagai lembaga konsultan politik independen, IPI telah 
banyak beriprah dalam kontestasi politik Pemilukada atau Pilkada. Pengalaman 
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64Company Profile PT. Indeks Politica Indonesia (IPI), https: //www.indeks 
politicaindonesia.com/, diakses Jum’at 21 Mei 2019, 16.10 wita. 
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fenomenal para peneliti IPI adalah ketika mereka menjadi pemenangan Kepulauan 
Buru Tahun 2011. Kemudian pada Tahun 2018 dalam pilkada Kabupaten Wajo 
dalam penelitiannya (Research), berdasarkan quick count, pasangan Pammase 
berhasil unggul dari pasangan Barakka dengan presentasi 56,64 %-43,36 %. Selain 
itu juga pada Pilkada Kabupaten Sidrap Tahun  2018, IPI terlibat dalam melakukan 
Survei, Affais, dan Pendampingan untuk pasangan Dollah Mando-Yusuf Mahmud 
dan berhasil memenangkannya sebagai Bupati dan Wakil Bupati periode 2018-2023 
Kabupaten Sidrap dengan Presentasi  61,98 % mengalahkan pasangan Farmawati 
Rusdi-Abdul Majid dengan Presentasi 38,02%. 
 Pada Pilkada Tahun 2018 Kabupaten Luwu juga IPI terlibat dengan 
melakukan Survei, Affais, dan Pendampingan untuk pasangan Basmin Mattayang-
Syukur Bijak dan berhasil memenangkannya mengalahkan pasangan Patahuddin-
Emmy Tallesang dengan Presentasi kemenangannya 60,12%-39,88%. Sedangkan 
pada Pemilgub Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 lalu, IPI juga menjadi salah satu 
Konsultan Politik bagi Pasangan Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman dengan 
melakukan Survei, Affais, dan Pendampingan dan berhasil memenangkan sebagai 
Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan periode 2018-2023 dengan 
Presentasi kemenangan suara sebanyak 43,87% mengalahkan ketiga kandidat lainnya, 
yaitu kandidat nomor urut 1 Nurdin Halid-Abdul Aziz Qahhar Mudzakkar (NH-Aziz) 
dengan perolehan sebanyak 27,32% suara, kandidat gubernur petahana (incumbent) 
nomor urut 2 yaitu Agus Arifin Nu’mang-Achmat Tanribali Lamo (Agus-TBL) 
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sebanyak 9,85% suara, dan kandidat nomor urut 4 pasangan independen Ichsan Yasin 
Limpo-Andi Mudzakkar (IYL-Cakka) sebanyak 18,97% suara. 64F65 
 IPI sebagai Lembaga Konsultan Politik di Ketuai Oleh Bapak Suadi Idris 
Amir sebagai Direktur Eksekutif PT. IPI, Bapak Bayu Ahmatori sebagai Direktur 
Data dan Keuangan, dan Bapak Achmad Sabir sebagai Plt Direktur Riset dan 
Pemenangan Pilkada. 
2. Kantor DPD Partai Golkar 
 Partai Golongan Karya (Partai Golkar), sebelumnya bernama Golongan Karya 
(Golkar)dan Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar), adalah sebuah 
partai politik di Indonesia. Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar 
pada masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno, tepatnya 1964 oleh 
Angkatan Darat untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam 
kehidupan politik. Dalam perkembangannya, Sekber Golkar berubah wujud menjadi 
Golongan Karya yang menjadi salah satu organisasi peserta Pemilu.  
 Pemilu 1971 (Pemilu pertama dalam pemerintahan Orde Baru Presiden 
Soeharto), salah satu pesertanya adalah Golongan Karya dan mereka tampil sebagai 
pemenang. Kemenangan ini diulangi pada Pemilu-pemilu pemerintahan Orde Baru 
lainnya, yaitu Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Kejadian ini dapat 
dimungkinkan, karena pemerintahan Soeharto membuat kebijakan-kebijakan yang 
                                                             
 
65Company Profile PT. Indeks Politica Indonesia (IPI), https: //www.indeks 
politicaindonesia.com/, diakses Jum’at 21 Mei 2019, 16.10 wita. 
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sangat mendukung kemenangan Golkar, seperti peraturan monoloyalitasPNS, dan 
sebagainya.  
 Setelah pemerintahan Soeharto selesai dan reformasi bergulir, Golkar berubah 
wujud menjadi Partai Golkar, dan untuk pertama kalinya mengikuti Pemilu tanpa ada 
bantuan kebijakan-kebijakan yang berarti seperti sebelumnya pada masa 
pemerintahan Soeharto. Pada Pemilu 1999 yang diselenggarakan Presiden Habibie, 
perolehan suara Partai Golkar turun menjadi peringkat kedua setelah PDI-Perjuangan. 
 Ketidakpuasan terhadap pemerintahan Megawati Soekarnoputri menjadi salah 
satu sebab para pemilih di Pemilu legislatif 2004 untuk kembali memilih Partai 
Golkar, selain partai-partai lainnya seperti Partai Demokrat, Partai Kebangkitan 
Bangsa, dan lain-lain. Partai Golkar menjadi pemenang Pemilihan Umum (Pemilu) 
Legislatif pada tahun 2004 dengan meraih 24.480.757 suara atau 21,58% dari 
keseluruhan suara sah. 
 Kemenangan tersebut merupakan prestasi tersendiri bagi Partai Golkar karena 
pada Pemilu Legislatif 1999, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan 
mendominasi perolehan suara. Dalam Pemilu 1999, Partai Golkar menduduki 
peringkat kedua dengan perolehan 23.741.758 suara atau 22,44% dari suara sah. 
Sekilas Partai Golkar mendapat peningkatan 738.999 suara, tetapi dari prosentase 




 Partai Golkar memiliki tujuan, yakni :65F66 a. Mempertahankan dan mengamalkan Pancasila serta menegakkan UUD NRI 
1945; b. Mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana dimaksud dalam pembukaan UUD 
NRI 1945; c. Menciptakan masyarakat adil dan makmur, merata material dan spiritual 
berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 dalam wadah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia; d. Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka mengembangkan kehidupan 
demokrasi, yang menjunjung tinggi dan menghormati kebenaran,keadilan 
hukum, dan Hak Asasi Manusia. 
Kantor DPD 1 Partai Golkar Provinsi Sulawesi Selatan beralamat di Jalan 
Amanagappa No.2, Baru, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 
90115 adalah salah satu partai yang ada di kota Makassar. Partai Golkar memilki 
jumlah kadernya sekitar kurang lebih 5.000 orang kader di setiap Kabupaten/Kota 
sekitar 200 orang kader di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan Kader partai ini selalu 
menggunakan jasa konsultan politik dalam kontestasi pemilu ataupun pemilukada, 
dan presentasi kemenangannya dalam pemilu ataupun pemilukada rata-rata 90% 
                                                             
 
66Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai golongan karya tahun 2016 
Nomor:Vi/Munaslub/Golkar/2016 Tentang Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah tangga 






 3. Kantor DPD Partai Amanat Nasional (PAN) 
 Partai Amanat Nasional (PAN) adalah sebuah partai politik di Indonesia. Asas 
partai ini adalah “Akhlak Politik Berlandaskan Agama yang Membawa Rahmat bagi 
Sekalian Alam.”67F68 PAN didirikan pada tanggal 23 Agustus1998 berdasarkan 
pengesahan Depkeh HAM No. M-20.UM.06.08 tgl. 27 Agustus 2003. Ketua Umum 
saat ini adalah Zulkifli Hasan. Ketua Majelis Pertimbangan Partai dijabat oleh 
Soetrisno Bachir  Ketua Dewan Kehormatan Partai dijabat oleh Amien Rais. 
 Kelahiran Partai Amanat Nasional (PAN) dibidani oleh Majelis Amanat 
Rakyat (MARA), salah satu organ gerakan reformasi pada era pemerintahan 
Soeharto, PPSK Muhammadiyah, dan Kelompok Tebet. PAN dideklarasikan di 
Jakarta pada 23 Agustus 1998 oleh 50 tokoh nasional, di antaranya mantan Ketua 
umum Muhammadiyah Prof. Dr. H. Amien Rais, , Goenawan Mohammad, Abdillah 
Toha, Dr. Rizal Ramli, Dr. Albert Hasibuan, Toety Heraty, Prof. Dr. Emil Salim, Drs. 
Faisal Basri, M.A., A.M. Fatwa, Zoemrotin, Alvin Lie Ling Piao, dan lainnya.  
 Sebelumnya pada pertemuan tanggal 5-6 Agustus 1998 di Bogor, mereka 
sepakat membentuk Partai Amanat Bangsa (PAB) yang kemudian berubah nama 
menjadi Partai Amanat Nasional (PAN). PAN bertujuan menjunjung tinggi dan 
menegakkan kedaulatan rakyat, keadilan, kemajuan material, dan spiritual. Cita-cita 
                                                             
 
67Irwan Muin, Wakil Sekertaris Bidang Pemenangan Pemilu, Wawancara, Makassar, Tanggal 
11 Februari 2019, pukul 16.19 wita. 
 
68Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Amanat Nasional AD Bab II, Pasal 3. 
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partai berakar pada moral agama, kemanusiaan, dan kemajemukan. Selebihnya PAN 
menganut prinsip non-sektarian dan non-diskriminatif. Untuk terwujudnya Indonesia 
Baru, PAN pernah melontarkan gagasan wacana dialog bentuk negara federasi 
sebagai jawaban atas ancaman disintegrasi. Titik sentral dialog adalah keadilan dalam 
mengelola sumber daya sehingga rakyat seluruh Indonesia dapat benar-benar 
merasakan sebagai warga bangsa.  
 Pada Pemilu 2004, PAN mencalonkan pasangan Amien Rais dan Siswono 
Yudo Husodo sebagai calon presiden dan wakil presiden untuk dipilih secara 
langsung. Pasangan ini meraih hampir 15% suara nasional. Pada 11 Desember2011 
Partai Amanat Nasional (PAN) dalam Rapat Kerja Nasional PAN 2011 di Jakarta 
secara resmi mendukung Ketua Umum PAN Hatta Rajasa sebagai bakal calon 
presiden dalam Pemilu 2014.68F69 
 Kantor DPD Partai Amanat Nasional (PAN) beralamat di Jalan Toddopuli 
Raya Timur No.6, Borong, Kec. Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231 
ini adalah salah satu partai yang ada di kota Makassar. Partai PAN memiliki sekitar 
98 orang anggota inti di DPD Partai PAN Provinsi Sulawesi Selatan.69F70 Kader ataupun 
partai PAN pernah menggunakan jasa dari konsultan politik dalam kontestasi politik. 
 
                                                             
 
69Artikel:"PAN Resmi Tetapkan Hatta Rajasa Menjadi Capres" di kompas.com, Diakses 
tanggal 10 Juni 209, pukul 19.00 wita. 
 
70Muh. Andi Ardiansyah, SE, Sekertaris Eksekutif, Wawancara, Makassar, Tanggal 13 Juni 




 4. Kantor DPD Partai PDI Perjuangan 
 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) adalah sebuah 
partai politik di Indonesia. Lahirnya PDI-P dapat dikaitkan dengan peristiwa 27 Juli 
1996. Dampak politik dari peristiwa ini adalah tampilnya Megawati Soekarnoputri di 
kancah perpolitikan nasional. Walaupun sebelum peristiwa ini Megawati tercatat 
sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia dan anggota Komisi I DPR, namun 
setelah peristiwa inilah, namanya dikenal di seluruh Indonesia. 
 Pada Pemilu Anggota DPR 2009, PDI-P mendapat 95 kursi (16,96%) di DPR 
hasil Pemilihan Umum Anggota DPR 2009, setelah mendapat 14.600.091 suara 
(14,03%). Dengan hasil ini, PDI-P menempati posisi ketiga dalam perolehan suara 
serta kursi di DPR. Sedangkan pada tahun 2014, PDI-P mendapat 109 kursi (19,46%) 
di DPR hasil Pemilihan Umum Anggota DPR 2014, setelah mendapat 23.681.471 
suara (18,95%). Dengan hasil ini, PDI-P menempati posisi pertama dalam perolehan 
suara serta kursi di DPR.  
 Kantor DPD Partai PDI Perjuangan beralamat di Maccini Gusung, Kec. 
Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90152 ini adalah salah satu partai yang 
ada di kota Makassar. Jumlah kader inti Partai PDI Perjuangan di tingkat DPD sekitar 
23 orang. Partai PDIP maupun kadernya pernah menggunakan jasa  konsultan politik 
dalam kontestasi politik.70F71 
 
                                                             
 
71Andi Ansyari Mangkona, Wakil Ketua 1 Bidang Kehormatan Baru, Wawancara, Makassar, 
Tanggal 18 Juni 2019, pukul 14.12 wita. 
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 6. Kantor PC Nahdatul Ulama (NU) Kota Makassar 
 Nahdatul 'Ulama (Kebangkitan 'Ulama atau Kebangkitan Cendekiawan 
Islam), disingkat NU, adalah sebuah organisasiIslam terbesar di Indonesia.Organisasi 
ini berdiri pada 31 Januari1926 dan bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, 
sosial, dan ekonomi. Kehadiran NU merupakan salah satu upaya melembagakan 
wawasan tradisi keagamaan yang dianut jauh sebelumnya, yakni paham Ahlussunnah 
wal Jamaah.Selain itu, NU sebagaimana organisasi-organisasi pribumi lain baik yang 
bersifat sosial, budaya atau keagamaan yang lahir di masa penjajah, pada dasarnya 
merupakan perlawanan terhadap penjajah.Hal ini didasarkan, berdirinya NU 
dipengaruhi kondisi politik dalam dan luar negeri, sekaligus merupakan kebangkitan 
kesadaran politik yang ditampakkan dalam wujud gerakan organisasi dalam 
menjawab kepentingan nasional dan dunia Islam umumnya.71F72Nahdatul ‘Ulama (NU) 
bertujuan untuk menegakkan ajaran Islam menurut paham Ahlussunnah waljama'ah 
di tengah-tengah kehidupan masyarakat, di dalam wadah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 
 Akibat penjajahan maupun akibat kungkungan tradisi, telah menggugah 
kesadaran kaum terpelajar untuk memperjuangkan martabat bangsa ini, melalui jalan 
pendidikan dan organisasi. Gerakan yang muncul 1908 tersebut dikenal dengan 
"Kebangkitan Nasional". Semangat kebangkitan terus menyebar, setelah rakyat 
                                                             
 





pribumi sadar terhadap penderitaan dan ketertinggalannya dengan bangsa lain. 
Sebagai jawabannya, muncullah berbagai organisasi pendidikan dan pembebasan.  
 Merespon kebangkitan nasional tersebut, Nahdlatul Wathan (Kebangkitan 
Tanah Air) dibentuk pada 1916. Kemudian pada tahun 1918 didirikan Taswirul Afkar 
atau dikenal juga dengan "Nahdlatul Fikri" (kebangkitan pemikiran), sebagai wahana 
pendidikan sosial politik kaum dan keagamaan kaum santri. Dari situ kemudian 
didirikan Nahdlatut Tujjar, (pergerakan kaum saudagar). Serikat itu dijadikan basis 
untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Dengan adanya Nahdlatul Tujjar itu, maka 
Taswirul Afkar, selain tampil sebagai kelompok studi juga menjadi lembaga 
pendidikan yang berkembang sangat pesat dan memiliki cabang di beberapa kota.  
 Berangkat dari munculnya berbagai macam komite dan organisasi yang 
bersifat embrional dan ad hoc, maka setelah itu dirasa perlu untuk membentuk 
organisasi yang lebih mencakup dan lebih sistematis, untuk mengantisipasi 
perkembangan zaman. Maka setelah berkordinasi dengan berbagai kyai, karena tidak 
terakomodir kyai dari kalangan tradisional untuk mengikuti konferensi Islam Dunia 
yang ada di Indonesia dan Timur Tengah akhirnya muncul kesepakatan dari para 
ulama pesantren untuk membentuk organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama 
(Kebangkitan Ulama) pada 16 Rajab1344 H (31 Januari1926) di Kota Surabaya. 
Organisasi ini dipimpin oleh K.H. Hasjim Asy'ari sebagai Rais Akbar.  
 Kantor PCNahdatul Ulama (NU) beralamat di Jalan Darul Maarif No.26, 
Tammua, Kec. Tallo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90216ini adalah salah satu 
Kantor Tokoh Masyarakat yang ada di kota Makassar. NU masuk di sulsel bukan 
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lewat pendidikan namun lewat jalur partai, yaitu partai NU tahun 1950-an, NU sulsel 
beda dengan di jawa, karena di jawa dari kultural, sedangkan di sulsel yaitu dari DDI 
Sengkang,sebenarnya sama saja dan untuk secara organisasinya baru tahun 1950-an 
dengan adanya partai NU.72F73 
7. Kantor DPW Muhammadiyyah Provinsi Sulawesi Selatan 
 Thomas W. Arnold menerangkan bahwa ketika Portugis pertama kali 
memasuki Sulawesi Selatan tahun 1540 M, mereka menemukan telah banyak orang 
Islam di Gowa ibukota Kerajaan Makassar.Pada masa raja Gowa ke-10 Tunipalangga 
(1546–1565), raja ini memberi izin kepada orang-orang Melayu untuk menetap di 
Mangalekana (Somba Opu). Raja Gowa ke-12 Tunijallo’ telah mendirikan masjid 
bagi muslimin di tempat itu. Inilah masjid pertama yang di dirikan di negeri orang 
Makassar dan Bugis di Sulawesi Selatan. Para pedagang muslim itulah yang banyak 
memberi pengaruh kepada orang-orang Makassar memeluk Islam.73F74 
 Islamisasi di Sulawesi Selatan selanjutnya dihubungkan dengan kedatangan 
dan peranan tiga orang ulama asal Minangkabau, secara khusus dikirim oleh Sultan 
dari Kerajaan Aceh. Ketiga ulama itu : Abdul Makmur Khatib Tunggal (Datuk ri 
Bandang), Khatib Sulaiman (Datuk Patimang) dan Abdul Jawab Khatib Bungsu 
(Datuk Tiro). 
                                                             
 
73H. Saenong, Wakil Sekertaris PC NU Kota Makassar, Wawancara, Makassar, Tanggal 13 
Februari 2019, pukul 14.41 wita. 
 74http://sulsel.muhammadiyah.or.id/content-2-sdet-profil.html, Diakses tanggal 15 Juni 2019, 
Pukul 20,10 wita. 
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 Untuk penyebaran Islam secara efektif, ketiga ulama itu memandang perlu 
menggunakan pengaruh Raja Luwu. Karena Luwu adalah kerajaan tertua dan rajanya 
masih memiliki kharisma di kalangan raja-raja. Salah satu tonggak sejarah dalam 
awal periode Islamisasi ini, bahwa raja yang mula-mula memeluk Islam di Sulawesi 
Selatan ialah Datu Luwu La Patiware’ Daeng Parabbung, diberi gelar Sultan 
Muhammad, pada tanggal 13 Ramadhan 1013 H. (1603 M). 
 Muhammadiyah yang didirikan pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H/18 
November 1912 M oleh K. H. Ahmad Dahlan segera mendapat sambutan meluas di 
nusantara ini. Di Yogyakarta, organisasi ini lahir mempelopori gerakan pembaharuan 
(tajdid) yaitu upaya mengembalikan dan memimpin ummat kepada ajaran-ajaran 
Islam yang asli murni berdasar Al Qur’an dan Ash Sunnah yang Shahih. 74F75 
 Hanya dalam waktu tiga belas tahun lebih, sesudah berdirinya 
Muhammadiyah, daerah Sulawesi Selatan mendapat rahmat dengan masuknya 
Muhammadiyah di daerah ini. Dalam kurun waktu yang cukup lama, sejak masa awal 
Islamisasi di Sulawesi Selatan, menyatunya ajaran-ajaran agama dengan adat istiadat 
daerah, berkembangnya ajaran-ajaran tarekat yang menyesatkan dengan memakai 
label Islam, menyusul penjajahan Belanda yang mengeksploitasi rakyat sambil 
membawa agama Nasrani; semua membawa permasalahan bagi umat Islam. Mereka 
banyak tergelincir dalam perbuatan syirik, khurafat dan bid’ah; tapi tidak disadarinya 
                                                             
75http://sulsel.muhammadiyah.or.id/content-2-sdet-profil.html, Diakses tanggal 15 Juni 2019, 
Pukul 20,10 wita. 
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sebab kejahilannya terhadap Al Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW. Di samping itu 
tiadanya bimbingan metode menghadapi gerakan nasrani dan penjajah.  
 Muhammadiyah masuk di Sulawesi Selatan adalah atas inisiatif  Mansyur Al 
Yamani. Ia mengundang beberapa orang berkumpul di rumah H. Yusuf Dg. Mattiro 
di Batong (sekarang pangkalan Soekarno). Pertemuan pertama ini dihadiri oleh 15 
orang. Mansyur Al-Yamani menjelaskan tentang Persyarikatan Muhammadiyah 
sebagai gerakan tajdid, khususnya tentang azas dan tujuan organisasi  
ini. Ketua PP Muhammadiyah waktu itu ialah K.H. Ibrahim (periode 1923-1932). 
 Sebagai hasil musyawarah dalam pertemuan itu, disepakati mendirikan 
Muhammadiyah saat itu juga, pertemuan pada malam Ahad tanggal 15 Ramadhan 
1346 H / 30 Maret 1926 M. Saat inilah dicatat sebagai momen historis berdirinya 
Muhammadiyah di Sulawesi Selatan.Dalam ranah politik, Muhammadiyyah telah 
banyak melahirkan tokoh-tokoh politik yang sangat berpengaruh seperti Amien 
Rais.75F76 
 Kantor DPW Muhammadiyyah Provinsi Sulawesi Selatan beralamat di Jalan 
Perintis Kemerdekaan KM.10 No.38, Tamalanrea Jaya, Kec. Tamalanrea, Kota 
Makassar, Sulawesi Selatan 90245 (0411) 586018 ini adalah salah satu kantor dari 
tokoh masyarakat yang ada di kota Makassar. Saat ini di Ketuai oleh Prof. Dr. H. 
                                                             
76Fatmawati,S.IP., M.AP, Anggota Muhammadiyyah Sulawesi Selatan, saat ini menjabat 
sebagai Sekertaris Bidang Kader di PP IMM periode 2019-2021, Wawancara, Makassar, Tanggal 22 
Mei 2019, pukul 20.10 wita.  
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Ambo Asse, M.Ag., NBM : 554605, yang beralamat di Jalan Talasalapang II, Komp 






















B. Eksistensi dan Kewenangan Lembaga konsultan politik dalam pemilukada di 
Kota Makassar  
 Perubahan mendasar dalam politik dunia terjadi ketika sistem dan ideologi 
komunis jatuh, hal itu ditandai dengan di runtuhkannya tembok Berlin. Tombok 
Berlin merupakan manifestasi dari pemisah dua ideologi yang saling berseteru 
selama perang dingin. Sebagai hasilnya, lahirlah paham demokrasi dalam bidang 
politik dan kapitalisme di bidang ekonomi. Demokrasi yang berisikan prinsip-prinsip 
hak asasi manusia (HAM) dan kesamaan hak berpolitik telah berhasil membuat 
lemah sistem otoriter dan tertutup. 
 Di lain pihak, gelombang demokratisasi menjadi tren global yang merasuki 
seluruh sendi kehidupan. Banyak negara-negara berkembang yang telah 
menggunakan sistem demokrasi sebagai pedoman dalam ideologinya tidak terkecuali 
Indonesia. Salah satu ciri negara demokrasi yaitu adanya pemilihan umum yang 
dilaksanakan secara periodik, termasuk pemilihan pejabat publik pada tingkat lokal 
atau Kepala Daerah. Keadaan ini membuat masing-masing partai politik dan 
kontestan individu memiliki peluang yang sama untuk memenangkan persaingan 
dalam perebutan suara masyarakat melalui pemilu. Salah satu produk dari reformasi 
ialah dilaksanakanya pemilihan Kepala Daerah secara langsung. Pemilihan Kepala 
Daerah telah dianggap menjadi ukuran demokrasi karena rakyat dapat berpartisipasi 
menentukan sikapnya terhadap pemerintahan dan daerahnya. Pemilihan Kepala 
Daerah adalah pengejewantahan sistem demokrasi, melalui pemilihan tersebut rakyat 
memilih pilihannya untuk masuk kedalam struktur pemerintahan. 
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 Melalui pemilihan secara langsung Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, 
maka kini, sekurang-kurangnya secara prosedural, kedaulatan politik benar-benar 
berada di tangan rakyat. Format pilkada secara langsung didasarkan pada UU No. 32 
tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pengganti UU No. 22 tahun 1999. Selain 
UU No. 32 Tahun 2004, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah 
pengganti UU (Perpu) Sebagai operasionalisasi dari UU No.32 Tahun 2004 dan 
Perpu, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 tahun 2005 yang 
kemudian diubah menjadi PP No. 17 Tahun 2005.76F77 
 Seiring dengan berlangsungnya Pemilu ataupun Pemilukada yang dilakukan 
setiap lima tahun, baik di tingkat Pusat maupun di Kabupaten/Kota, tentu merupakan 
ajang bagi para caleg ataupun Parpol untuk menggunakan berbagai cara guna 
mengambil hati masyarakat agar nantinya saat hari pemilihan, masyarakat akan 
memilihnya, dan dengan hasil tersebut maka mereka yang mendapat suara paling 
banyaklah yang akan melaju ke parlemen baik tingkat Kabupaten/Kota hingga Pusat. 
Dari kemenangan yang diraih oleh sang Caleg atau Parpol biasanya tak lepas dari 
campur tangan seorang konsultan politik yang mereka sewa jasanya guna membantu 
untik memenangkan pergolakan politik yang di jalaninya. 
  Konsultan politik merupakan kumpulan beberapa orang profesional yang 
mahir dalam merekomendasikan serta menyusun taktik kampanye demi kemenangan 
                                                             
 77Muchammad Ichsan Saputra, Bambang Santoso Haryono dan Mochammad Rozikin. 
“Marketing Politik Pasangan Kepala Daerah Dalam Pemilukada (Studi Kasus Tim Sukses 
Pemenangan Pasangan Abah Anton dan Sutiaji dalam Pemilukada Kota Malang 2013)”, Jurnal 




kandidat atau partai politik. Pada kenyataannya konsultan politik merupakan hal 
yang dapat dibilang baru kehadirannya dalam ranah politik Indonesia. Diakui 
bahwasanya munculnya konsultan politik sedikit banyak berasal dari pengaruh 
perkembangan atau perubahan alur politik di Amerika, seperti diketahui pada 
pemilihan kongres tahun 1960 karena perkembangan teknologi, pemilihan kongres 
semakin berpusat pada kandidat bukan lagi pada partai. 
 Jasa lembaga konsultan politik semakin hari semakin laku dalam setiap 
menjelang pergantian kekuasaan. Bahkan para Caleg yang menggunakan jasa dari 
lembaga konsultan politik ini tidak hanya yang bertarung di tingkat pusat namun 
kadang juga dari calon kepala daerah  di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. 
 Peran konsultan politik, dalam riset kali ini banyak yang menyebutkan bahwa 
kehadiran konsultan politik di Indonesia, sejauh ini berdampak baik untuk 
perkembangan pemilu. Konsultan politik atau lebih dikenal dengan konsultan 
kampanye. Muncul pada sebelum dan sedang berlangsung pemilu dan berfokus pada 
kemenangan kandidat. Kerja konsultan politik berpengaruh pada kandidat, pemilih, 
hasil pemilu dan yang pasti terhadap pemerintahan dan keputusan kebijakan publik. 
Sebelumnya peran konsultan dalam pemilu pada banyak studi tidak menyebutkan 
kehadiran konsultan sebagai salah satu aspek yang ada dalam prosesnya. 
 Indeks Politica Indonesia (IPI) sebagai salah satu lembaga konsultan politik 
yang ada di Kota Makassar, telah dapat  dikatakan sebagai sebuah lembaga konsultan 
politik yang bukan baru lagi dalam bertindak sebagai lembaga konsultan yang 
menyediakan jasa konsultan kepada kliennya. Lembaga yang resmi berdiri pada 
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Tahun 2011 ini telah banyak membantu kliennya dalam memenangkan persaingan 
dalam pemilukada di daerah Sulawesi Selatan ini. Sebagai lembaga konsultan politik 
yang bersifat lokal, lembaga ini tentu dalam menunjukkan eksistensinya sebagai 
lembaga konsultan politik kepada caleg ataupun parpol selama ini IPI terbuka kepada 
masyarakat seperti ketika pemilukada di daerah karena memang perlunya 
pertanggungjawaban kepada publik, jadi sekitar 80% pihak IPI terbuka dengan 
publik, Karena keterbukaan menjadi suatu keutamaan dari adanya IPI ini.77F78 
 Keberadaan konsultan politik dalam setiap Pemilu ataupun Pemilukada 
dirasakan perlu kehadirannya bagi setiap Caleg ataupun parpol. Hal ini sesuai dengan 
apa yang di kemukakan oleh Bapak Suadi Idris Amir: 
“Konsultan politik dirasakan perlu kehadirannya karena lembaga survei 
menjadi jembatan informasi publik dengan figur-figur yang berpotensi, populer 
dalam kancah politik karena perlu diketahui juga bahwa jangan sampai pemilih 
tidak memilih sosok-sosok yang sebenarnya tidak populer, tidak di sukai oleh 
masyarakat pada umumnya dan yang terpenting masyarakat perlu tahu siapa 
yang memiliki peluang untuk memenangkan pertarungan agar mereka tidak 
salah langkah, tidak salah dalam mengambil kebijakan sebab dalam dunia 
politik salah jalan maka akan berefek pada karir dan usaha, jadi inti dari 
konsultan politik adalah sebagai jembatan informasi antara publik dan 
masyarakat, mitra utama dari media massa sebagai pilar keempat dalam 
berdemokrasi, karena media massa dan lembaga survei saling membutuhkan, 
dimana media membutuhkan informasi real dari data-data real dari lembaga 
survei dan lembaga survei membutuhkan media massa untuk mempublikasi ke 
masyarakat untuk memberikan informasi yang sangat penting dalam kontestasi 
dalam pemilukada/pemilu.”78F79 
                                                             
78Suadi Idris Amir dan Achmad Sabir, Direktur Eksekutif PT. IPIdan Plt Direktur Riset dan 
Pemenangan Pemilu PT. IPI, Wawancara, Makassar, Tanggal 22 April dan 17 Juni 2019, pukul 13.30 
dan pukul 10.30 wita. 
79Suadi Idris Amir dan Achmad Sabir, Direktur Eksekutif PT. IPIdan Plt Direktur Riset dan 
Pemenangan Pemilu PT. IPI, Wawancara, Makassar, Tanggal 22 April dan 17 Juni 2019, pukul 13.30 




  Mengenai eksistensi dari lembaga konsultan politik di Kota Makassar, sesuai 
dengan penuturan dari Ibu Fatmawati yang mengatakan:79F80 
 “Eksistensi itu sangat dibutuhkan oleh lembaga konsultan politik karena jika 
belum diperhitungkan eksistensinya oleh si calon , maka bisa saja tidak dilirik 
oleh si kandidat calon yang hendak memakai jasanya.” 
  
 Dari penjelasan diatas dapat di ketahui bahwa keberadaan suatu lembaga 
konsultan politik menjadi sangat di butuhkan, mengingat sekarang telah banyak 
jumlah lembaga konsultan politik yang berdiri dan terbuka menyediakan jasanya 
kepada tiap klien. Namun dengan banyaknya jumlah konsultan politik yang berdiri 
justru memberikan kesan tersendiri bagi setiap konsultan politik karena akan 
menambah dan lebih memperkaya khazanah keilmuwan dari tiap konsultan politik 
itu sendiri, dan perlu diketahui pula bahwa dari setiap konsultan politik yang 
kantornya tersebar hampir ada di setiap kota-kota besar, para konsultan politik ini 
memiliki wilayah pasar sendiri untuk menawarkan jasanya kepada calon klien 
ataupun parpol. 
 Sedangkan Menurut Andi Ansyari Mangkona mengenai keberadaan konsultan 
politik dikatakannya bahwa cukup bagus, karena dengan adanya konsultan politik 
maka sang caleg ataupun parpol bisa memprediksi segala kondisi apa yang ada 
dilapangan apakah caleg atau parpol ini mumpuni untuk menang ataupun tidak, 
walaupun keberadaan konsultan politik hanya sebagai indikator saja. Lebih lanjut lagi 
                                                             
80Fatmawati,S.IP., M.AP, Anggota Muhammadiyyah Sulawesi Selatan, saat ini menjabat 
sebagai Sekertaris Bidang Kader di PP IMM periode 2019-2021, Wawancara, Makassar, Tanggal 22 
Mei 2019, pukul 20.10 wita. 
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dikatakan bahwa terdapat perbedaan jika caleg yang menggunakan jasa konsultan 
politik dengan caleg yang tidak menggunakan, sebab jika menggunakan konsultan 
politik maka tentu telah ada indikator untuk menyusun strategi kemenangan yang 
sudah bisa terbaca, meskipun presentasi kemenangan yang ada pada umumnya 
memang tetap 50:50, karena kemenangan dari setiap caleg ataupun parpol tetap 
bergantung dari pandangan masyarakat mengenai si caleg dan keadaan yang ada 
dilapangan.80F81 
 IPI dalam menjalankan tugasnya sebagai konsultan politik pada Pilkada 
serentak Tahun 2019 yang di adakan  bulan 17 April lalu, IPI membantu kliennya 
dari Partai PPP di Dapil 1 Makassar A dan Dapil 2 Makassar B pada tingkat DPRD 
Provinsi Sulawesi Selatan, di mana pada Dapil 1 Makassar A IPI bertugas dalam 
melakukan riset dan strategi pemenangan membantu partai PPP, sedangkan pada 
Dapil 2 Makassar B hanya melakukan riset untuk kota tapi tidak membantu satu 
calon pun.81F82 Hal ini membuktikan bahwa eksistensi yang dimiliki oleh lembaga 
konsultan politik IPI dalam Pemilukada di Kota Makassar memang sangat di 
perlukan untuk mencapai kemenangan dari caleg ataupun parpol dalam 
pemilukada/pemilu. 
                                                             
81Andi Ansyari Mangkona, Wakil Ketua 1 Bidang Kehormatan Baru, Wawancara, Makassar, 
Tanggal 18 Juni 2019, pukul 14.12 wita. 
82Suadi Idris Amir dan Achmad Sabir, Direktur Eksekutif PT. IPIdan Plt Direktur Riset dan 
Pemenangan Pemilu PT. IPI, Wawancara, Makassar, Tanggal 22 April dan 17 Juni 2019, pukul 13.30 
dan pukul 10.30 wita. 
70 
 
 Sedangkan mengenai harga yang biasanya di bayar oleh caleg/parpol yang 
menggunakan jasa dari IPI bergantung pada tingkat pemilihan yang di ikuti oleh si 
calon/parpol. Seperti yang dikemukakan oleh Suadi Idris Amir, bahwa: 
“Mahar atau harga yang dibayar oleh klien ke IPI dalam setiap kontestasi 
pemilukada/pileg DPR RI berkisar sekitar 500-700 juta, jika subprovinsi 
nilainya lebih rendah lagi sekitar 300-400 juta , kabupaten/kota 200 jutaan, 
tergantung tingkat pemilunya, dan harga juga tidak dipatok mati karena 
biasanya ada calon yang menawar.”82F83 
 
 Mengenai kewenangan yang di miliki oleh sang konsultan politik dari Caleg 
ataupun parpol dalam pemilukada di kota Makassar ini, tentunya mereka bekerja 
berdasarkan dari permintaan si Caleg ataupun Parpol guna membantu mereka dalam 
pemilukada.  
 Seperti yang di utarakan oleh  Bapak Achmad Sabir, bahwa: 
“IPI sebagai lembaga konsultan politik dalam membantu kliennya, bekerja 
sesuai dengan apa yang di minta dari si klien tadi, seperti ketika klien meminta 
untuk melakukan survei di daerah yang menjadi dapilnya, maka Kami (Pihak 
IPI) hanya akan melakukan survei di daerah dapilnya saja. Namun, terlepas 
dari permintaan si klien, Kami (Pihak IPI) sebagai lembaga konsultan politik 
yang independen terkadang tetap melakukan survei yang bersifat independen 
pula yang dilakukan secara terpisah. Artinya, selain hasil survei untuk 
kepentingan klien, hasil survei yang dilakukan juga tujuannya khusus untuk 
kepentingan lembaga sendiri dalam mewujudkan eksistensinya terhadap 
masyarakat.”83F84  
  
 Dari uraian diatas, dapat di ketahui bahwa untuk menunjukkan kewenangan 
dari IPI sebagai konsultan politik, yaitu bekerja berdasarkan permintaan dari si klien, 
                                                             
83Achmad Sabir (Plt Direktur Riset dan Pemenangan Pemilu PT. IPI), Wawancara, Makassar, 
Tanggal 17 Juni 2019, pukul 10.30 wita. 
84Achmad Sabir (Plt Direktur Riset dan Pemenangan Pemilu PT. IPI), Wawancara, Makassar, 
Tanggal 17 Juni 2019, pukul 10.30 wita. 
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namun tetap bekerja juga untuk kepentingan IPI secara kelembagaan. Dengan kata 
lain, ketika si klien menyewa jasa IPI, maka melalui kontrak yang dibuat antara kedua 
belah pihak, maka disitulah IPI memiliki wewenang untuk memikirkan dan 
menyusun strategi apa yang akan digunakan dalam pemilu/pemilukada yang akan di 
jalani oleh klien, baik itu di Kota Makassar maupun pemilu tingkat pusat. 
Adapun hambatan yang sering dihadapi oleh IPI sebagai konsultan politik 
dalam setiap pemilu/pemilukada ketika mendampingi caleg/parpol, yakni: 
 1. Karena minimnya popularitas dari caleg; 
 2. Minimnya coast politik yang dimiliki oleh caleg; 
 3. Pragmatisme masyarakat yang sangat kental.  
  Ketiga faktor utama ini yang sangat mengganggu bagi lancarnya pekerjaan IPI 
sebagai konsultan politik dalam setiap pemilu/pemilukada baik di Kota Makassar 
ataupun di daerah lainnya. 
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C. Fungsi lembaga konsultan politik menurut Hukum Tata Negara Islam  
  Pemilihan umum kepala daerah, yang kemudian dikenal dengan 
Pemilukada, dalam demokrasi Barat merupakan salah satu implementasi dari 
kedaulatan rakyat yang cakupannya di daerah baik tingkat Provinsi maupun 
Kabupaten/Kota, sehingga apa pun alasannya agar hak-hak rakyat dapat 
disalurkan maka pemilukadalah yang harus diselenggarakan. Hiruk pikuk 
penyelenggaraan pemilu di Indonesia, baik pemilu kepala daerah, legislatif 
maupun presiden dan wakil presiden, dilaksanakan dalam rangka untuk memenuhi 
kedaulatan rakyat yang merupakan suatu praktek ketatanegaraan untuk mengisi 
jabatan publik. 
Perdebatan panjang mengenai RUU pemilihan kepala daerah yang 
kemudian hasil sidang paripurna DPR mengesahkan pemilihan kepada daerah 
melalui DPRD juga merupakan alasan dalam rangka untuk mengimplementasikan 
kedaulatan rakyat yang dimaksud. Oleh karena pelaksanaan pemilu tersebut 
merupakan amanat yang dikandung dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, maka pemilu yang merupakan praktek 
ketatanegaraan yang harus dilaksanakan. 
Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan agama Islam harus 
menjadi bagian dalam kehidupannya, termasuk di dalamnya adalah bagaimana 
cara memilih pemimpin. Agama Islam (termasuk hukumnya) tidak memberikan 
batasan untuk memilih metode tertentu dalam memilih wakil rakyat atau 
pemimpinnya. Hal ini dikarena dalam Islam (Hukum Islam) mempunyai tujuan 
yang agung yaitu agar tidak ada kesulitan (haraj) bagi kaum muslimin. Dengan 
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demikian, umat dapat memilih pemimpinnya (wakil rakyat, kepala daerah maupun 
presiden) mereka berdasarkan metode yang sejalan dengan tuntutan zaman, 
tempat dan waktu selama tidak keluar dari batas syariat. 84F85 
 Keberadaan konsultan politik dalam Pemilu/Pemilukada menurut Islam 
boleh (Al-ibahah), karena tidak ada larangan yang melarangnya. Menggunakan 
jasa konsultan politik berarti menggunakan ilmu dari seseorang guna memeroleh 
kemenangan dalam pemilu/pemilukada. Dan keadaan ini merupakan suatu 
perbuatan mu’amalah, di mana para pihak yang membuat kontrak tidak akan ada 
yang merasa di rugikan karena sang konsultan politik hanya akan bekerja sesuai 
dengan permintaan dari si klien.85F86 
Hal ini sesuai dengan firman Allah swt., dalam QS. Al-Mujaadilah/58:11 
yang berbunyi: 
                        
                    
                
Terjemahnya: 
Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-
lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi 
kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka 
berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. 
                                                             
 85Sodikin, “Pemilihan Umum Menurut Hukum Islam”, Ahkam: Vol. XV, No. 1, Januari 
2015, h. 59. (Diakses tanggal 15 Juni 2019). 
86H. Saenong, Wakil Sekertaris PC NU Kota Makassar, Wawancara, Makassar, Tanggal 
13 Februari 2019, pukul 14.41 wita. 
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dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.86F87 
 
 Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah swt., akan meninggikan 
derajat dari orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Dalam hal ini 
menggunakan jasa konsultan politik yang merupakan ilmu berupa strategi yang di 
berikan yang tentunya dapat membantu kliennya untuk mempelajari bagaimana 
keadaan di lapangan, sehingga akan memberinya pemahaman untuk bagaimana 
bertindak sehingga dapat meyakinkan masyarakat untuk memilihnya dalam 
pemilu/pemilukada. Namun karena menggunakan jasa konsultan politik dalam 
pemilu di bayar, maka sebenarnya boleh saja karena menggunakan ilmunya yang 
digunakan dalam berpolitik guna memeroleh kemenangan,dan yang namanya ilmu 
itu wajar jika di bayar. Ini termasuk ju’alah dalam kitab fiqh. 
 Dalam hadits juga disebutkan keutamaan membantu kebutuhan sesama  
umat Muslim merupakan suatu hal sangat penting, yakni: 
 ِ ﱠﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ِ ﱠﷲ ُلْﻮُﺳَر ُﺖْﻌِﻤَﺳ :َلَﺎﻗ ,ُﮫْﻨَﻋ ُ ﱠﷲ َﻲِﺿَر ِءاَدرﱠﺪﻟا ِﻰَﺑأ ْﻦَﻋَو 
 ﱠَنأ ٍبَﺎﮭِﺷ ِْﻦﺑا ِﻦَﻋ ،ٍﻞَْﯿﻘُﻋ ْﻦَﻋ ،ُﺚْﯿﱠﻠﻟا َﺎَﻨﺛ ﱠﺪَﺣ ،ٍﺮْﯿَُﻜﺑ ُْﻦﺑ َﻰﯿَْﺤﯾ َﺎَﻨﺛ ﱠﺪَﺣ
 َﺪْﺒَﻋ ﱠَنأ ُهََﺮﺒَْﺧأ ﺎًِﻤﻟﺎَﺳ  َلﻮُﺳَر ﱠَنأ :ُهََﺮﺒَْﺧأ ،ﺎَُﻤﮭْﻨَﻋ ُ ﱠﷲ َﻲِﺿَر َﺮَﻤُﻋ َﻦْﺑ ِ ﱠﷲ
 :َلَﺎﻗ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫَْﯿﻠَﻋ ُﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ِ ﱠﷲ» َﻻَو ُﮫُِﻤﻠَْﻈﯾ َﻻ ِِﻢﻠْﺴُﻤﻟا ﻮَُﺧأ ُِﻢﻠْﺴُﻤﻟا
 ﱠَﺮﻓ ْﻦَﻣَو ،ِِﮫﺘَﺟﺎَﺣ ِﻲﻓ ُ ﱠﷲ َنﺎَﻛ ِﮫﯿَِﺧأ ِﺔَﺟﺎَﺣ ِﻲﻓ َنﺎَﻛ ْﻦَﻣَو ،ُﮫُِﻤﻠُْﺴﯾ ْﻦَﻋ َج
 ََﺮﺘَﺳ ْﻦَﻣَو ،ِﺔَﻣَﺎِﯿﻘﻟا ِمَْﻮﯾ ِتَﺎﺑُﺮُﻛ ْﻦِﻣ ًَﺔﺑْﺮُﻛ ُﮫْﻨَﻋ ُ ﱠﷲ َج ﱠَﺮﻓ ،ًَﺔﺑْﺮُﻛ ٍِﻢﻠْﺴُﻣ
 ِﺔَﻣَﺎِﯿﻘﻟا َمَْﻮﯾ ُ ﱠﷲ ُهََﺮﺘَﺳ ﺎًِﻤﻠْﺴُﻣ« (يرﺎﺨﺒﻟا هاور). 
   
 
                                                             





“Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah saw., bersabda, 
“Seorang muslim itu saudara muslim yang lain, ia tidak menzaliminya dan 
tidak menyerahkannya. Siapa yang ada (untuk membantu) kebutuhan 
saudaranya, Allah ada untuk kebutuhannya. Siapa yang melapangkan satu 
kesukaran dari seorang muslim Allah melapangkan darinya satu dari 
kesulitan-kesulitan di hari kiamat. Dan siapa yang menutupi (aib) seorang 
muslim Allah menutupi (kekurangan)nya di hari kiamat.”(HR. Bukhori) 87F88 
 
 Allah swt., juga berfirman  dalam QS. Yusuf/12:72 yang berbunyi: 
                    
 Terjemahnya: 
Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang 
dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban 
unta, dan aku menjamin terhadapnya". 88F89 
 
  Ayat diatas mengisyaratkan tentang kebolehan untuk memberikan imbalan 
atas jasa yang berdasarkan rukhsah atau dispensasi. Dimana jasa itu bisa berupa 
tenaga, bahkan pikiran. Seperti pada konsultan politik yang menawarkan jasanya 
berupa strategi. Hukum menggunakan jasa dari konsultan politik bisa berubah 
menjadi haram (Tahrim), jika dari kedua belah pihak, bersepakat dalam 
kontraknya untuk menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan ajaran 
syariat Islam, seperti dengan cara money politics, black campaign, dan  politics 
assassination.  
                                                             
88Muhammad Bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari al-Ju’fi,  Shahihal-B ukhari,  juz III  
(Daar Thuuq al-Najah), h. 128. 
89Kementerian  Agama RI, Al-Qur’andan Terjemahannya (Depok: Tsabiq, 2013),  h. 244. 
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 Islam juga memandang bahwa politik itu harus dilakukan secara adil dan 
bijaksana, serta komunikasi-komunikasi yang digunakan juga harus dilakukan 
secara bijak dan tidak boleh menyimpang dari ajaran agama Islam. 
Mengggunakan jasa konsultan politik bersifat komunikasi (verbal) maka 
bagaimana komunikasinya berjalan tentu ada aturan-aturannya. Karenanya dalam 
berkata harus berhati-hati dalam setiap perkataannya. Hal ini sesuai dengan Hadits 
Nabi saw., yang berbunyi: 
 ِﻦْﺑ ِﺪ ﱠﻤَﺤُﻣ ْﻦَﻋ َﺪْﯾَِﺰﯾ ْﻦَﻋ ٍمِﺰَﺣ ِﻲَﺑأ ُﻦْﺑا ِْﻲَﻨﺛ ﱠﺪَﺣ َةَﺰْﻤَﺣ ُﻦْﺑ ُﻢْﯿِھَﺮِْﺑإ ِْﻲَﻨﺛ ﱠﺪَﺣ
 َﻊِﻤَﺳ َةَﺮْﯾَُﺮھ ِﻲَﺑأ ْﻦَﻋ ﱢﻲِﻤﯿﱠﺘﻟا ﱠﷲ ِﺪَْﯿﺒُﻋ ْﻦَﻋ َﺔَﺤْﻠَط ِﻦْﺑ ﻰَﺴْﯿِﻋ ْﻦَﻋ َﻢْﯿِﺣَﺮِْﺑإ
 ﱠﻠَﺳَو ِﮫَْﯿﻠَﻋ ﱠﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ﱠﷲ َلﻮُﺳَر ُﻦﱠَﯿَﺒَﺘﯾ ﺎَﻣ ِﺔَِﻤﻠَﻜْﻟِﺎﺑ ُﻢﱠﻠََﻜَﺘَﯿﻟ َﺪْﺒَﻌْﻟا ﱠِنإ ُلُﻮَﻘﯾ َﻢ
.ِقِﺮْﺸَّﻤﻟا َﻦَْﯿﺑ ﺎ ﱠﻤِﻣ َﺪَﻌَْﺑأ ِرﺎﱠﻨﻟا ِْﻲﻓ َﺎِﮭﺑ ﱡلَِﺰﯾ َﺎﮭِْﯿﻓ 
Artinya: 
“Telah menceritakan kepadaku Ibrahim bin Hamzah, Telah menceritakan 
kepadaku Ibnu Abu Hazim dari Yazid dari Muhammad bin Ibrahim dari Isa 
bin Thalhah bin’Ubaidullah bin Al-Tammi dari Abu Hurairah, dia 
mendengar Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wa Sallam, bersabda 
:“Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan kalimat tanpa diteliti yang 
karenanya ia terlempar ke neraka sejauh antara jarak ke Timur.”(H.R. al-
Bukhari) 89F90 
 Hadits diatas merupakan peringatan bagi umat agar senantiasa mnjaga 
lisannya. Maksudnya senantiasa menjaga lisannya agar tidak melontarkan kata-
kata yang tidak baik menurut syar’i. 
Selain itu menurut Muh. Andi Ardiansyah bahwa selama lembaga 
konsultan politik melakukan riset yang sesuai dengan hitungan yang ada di 
                                                             
90Muhammad bin Ismail bin al-Mughirah al- Bukhari, Sahih al-Bukhari, (Riyadh: 
Maktabah al- Rusyd, 2006), h. 897. 
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seluruh TPS yang tersebar di daerah pemilihan dan pendampingan yang dilakukan 
dengan cara-cara yang benar, tentunya tidak bertentangan dengan ajaran agama 
manapun, dalam hal ini ajaran Islam.90F91 
Ditinjau dari ketatanegaraan Islam, fungsi lembaga konsultan politik 
merupakan suatu lembaga yang bekerja sebagai penasehat bagi calon pemimpin 
atau wakil-wakil rakyat di parlemen. Fungsi dari lembaga ini tentu sangat 
membantu bagi si calon atau parpol untuk mencapai kemenangan dalam 
kontestasi politik. Selain itu dalam Islam, juga membolehkan penggunaan jasa 
konsultan politik dalam pemilu/pemilukada, tanpa memandang latar belakang dari 
calon, karena yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana strategi yang 
ditawarkan ataupun yang akan di gunakan oleh pihak lembaga konsultan politik 
dan calon ataupun parpol yang hendak menggunakan strategi tersebut. Kehadiran 
konsultan politik ini mampu menjadi mediator untuk meningkatkan partisipasi 
masyarakat untuk tidak lagi golput dalam setiap pemilu/pemilukada yang 
dilakukan setiap lima tahun sekali.  
  Konsultan politik dalam memenuhi fungsinya untuk melakukan 
pendampingan terhadap si caleg/parpol dalam melakukan dan menyusun strategi 
kemenangannya dalam pemilukada/pemilu tidaklah bertentangan dalam prinsip-
prinsip ketatanegaraan Islam, selama menggunakan cara atau strategi yang sesuai 
dengan ajaran Islam. Selain itu, keberadaan konsultan politik memang sangat 
berpengaruh bagi calon yang betul-betul membutuhkan strategi yang mutakhir, 
                                                             
 
91Muh. Andi Ardiansyah, SE, Sekertaris Eksekutif, Wawancara, Makassar, Tanggal 13 




akan tetapi peran dari konsultan politik akan menjadi tidak perlu jika si kandidat 
telah memiliki tim yang solid, selain itu pengaruh konsultan politik juga dapat 
bias jika strategi yg digunakan tidak memberikan efek yang besar bagi si kandidat. 
D. Persepsi masyarakat terhadap lembaga konsultan politik dalam pemilukada 
di Kota Makassar 
 Pemilihan umum kepala daerah  merupakan sarana perwujudan prinsip-
prinsip demokrasi dalam pemerintahan negara modern. Institusi pemilihan umum 
kepala daerah adalah produk pengalaman sejarah manusia dalam mengelola dan 
mewujudkan kedaulatan di tangan rakyat di daerah. Sistem politik demokratis 
dengan pembentukan kekuasaan pemerintahan melalui pemilihan umum ini masih 
dianggap cara yang terbaik karena dilengkapi dengan infrastruktur yang dapat 
menjamin peralihan kekuasaan dengan cara kekerasan dapat ditekan serendah 
mungkin. Infrastruktur dalam sistem demokrasi yang dimaksud adalah meliputi 
partai politik, parlemen, hukum yang adil, jaminan perlindungan hak sipil dan hak 
asasi manusia.91F92 
 Fungsi pemilihan umum bagi negara demokrasi yaikni: Pertama, sebagai 
prosedur pergantian kekuasaan atau jabatan-jabatan politik yang bersifat rutin; 
Kedua, sebagai mekanisme pemilihan pemimpin. Pemilihan umum merupakan 
cara yang paling layak untuk mengetahui siapa yang paling layak untuk menjadi 
pemimpin dan siapa yang dianggap mampu mewakili kepentingan mereka; 
Ketiga, sebagai resolusi konflik secara damai sehingga pergantian kepemimpinan 
dan artikulasi kepentingan dapat dihindarkan dari cara-cara kekerasan, dan; 
                                                             
92Joko Sutarso, “Pendekatan Pemasaran politik (Political Marketing) Dalam Pemilihan 
Umum”, KomuniTi, Vol. III No. 1 (Juli 2011), h. 2. (Diakses tanggal 15 Juni 2019). 
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Keempat, sebagai saluran akses ke kekuasaan dari masyarakat ke dalam lingkaran 
kekuasaan. 
Pemilukada sebagai prosedur pergantian kekuasaan atau jabatan yang bersifat 
rutin tentu merupakan suatu ajang bagi para pejabat dan calon yang akan 
berkiprah dalam dunia politik, dan tentunya juga menimbulkan pelbagai macam 
permasalahan dan juga lapangan kerja baru bagi para praktisi politik, salah 
satunya adalah dengan munculnya lembaga Konsultan politik dalam perpolitikan. 
Kemunculan lembaga konsultan politik ini tentu menambah tingginya persaingan 
dalam kontestasi politik. 
 Pandangan masyarakat tentang keberadaan konsultan politik dalam 
kontestasi politik di Kota Makassar, terlebih dulu perlu di kemukakan mengenai 
tingkat pemahaman masyarakat itu sendiri. Seperti yang di kemukakan oleh ibu 
Fatmawati,S.IP., M.AP, yakni:  
“Masyarakat sebagai pemilih dibedakan menjadi dua, yakni: Pertama, 
Masyarakat awam, yakni masyarakat yang sama sekali tidak mengetahui 
perihal politik apapun itu bentuknya, mereka hanya tahu memilih, datang ke 
TPS, mereka tahu ada kampanye, namun tidak mengetahui bahwa 
kampanye itu adalah sebuah strategi kemenangan, apalagi dengan adanya 
konsultan politik mereka sama sekali tidak mengetahuinya;  Kedua, 
Masyarakat intelektual, adalah masyarakat yang sudah memiliki kesadaran 
dan pengetahuan tentang lembaga konsultan politik itu sendiri. Terdapat 
perbedaan antara masyarakat awam dan masyarakat intelektual ini,di mana 
masyarakat awam tentu akan ikut-ikut saja dengan strategi pemenangan 
yang diberikan oleh si lembaga konsultan politik si Caleg, sementara 
masyarakat yang sudah mengetahui tentu akan lebih dalam lagi 
analisisnya,misalnya apakah lembaga konsultan politik ini bisa betul-betul 
memberikan kemenangan untuk si kandidat”.92F93 
 
 
                                                             
93Fatmawati,S.IP., M.AP, Anggota Muhammadiyyah Sulawesi Selatan, saat ini menjabat 
sebagai Sekertaris Bidang Kader di PP IMM periode 2019-2021, Wawancara, Makassar, Tanggal 
22 Mei 2019, pukul 20.10 wita. 
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 Lebih jelas lagi dikemukakan: 
“Perlu diketahui pula bahwa konsultan politik itu seperti penasehat bagi si 
kandidat yang bertugas untuk meningkatkan elektabilitas dari si kandidat, 
jadi siapapun yang maju tentu dalam masa kampanye yang selama beberapa 
bulan sebelum pemilu atau pemilukada tentu  sang konsultan politik  
bertugas untuk meninjau elektabilitas si kandidatnya apakah misalnya dalam 
bulan pertama apakah elektabilitasnya di masyarakat akan meningkat dalam 
kampanye di bulan kedua atau akan semakin menurun.”  
 Selain itu, tugas dari lembaga konsultan politik adalah sebagai berikut. 
1.  Bagaimana memetakan strategi kampanye atau strategi pemenangan bagi 
si kandidat, dimana sang konsultan politik membaca bagaimana sentimen 
masyarakat, apa yang diinginkan oleh masyarakat itulah yang dilakukan 
oleh konsultan politik atau dilaporkan kepada kandidatnya;  
2. Melakukan branding (design) terhadap kandidatnya agar menarik di mata 
masyarakat agar kandidatnya lebih unggul dari lawannya sehingga 
akhirnya dipilih oleh masyarakat;  
3. Menyusun komunikasi politik, misalnya kandidat A berkomunikasi 
dengan siapa, dengan tokoh siapa tentu merupakan tugas dari konsultan 
politik.  
 Secara umum, konsultan politik ketika digunakan jasanya oleh si Caleg 
bukanlah merupakan suatu keburukan, baik itu dari calon yang bekas korupsi 
ataupun bukan, karena hanya bertujuan untuk membantu si calon untuk 
memeroleh kemenangan dalam pertarungan politik. Namun tentu saja strategi 
yang di gunakan harus tetap dengan menggunakan cara-cara yang tidak 




  Seperti yang dikemukakan oleh Bapak H. Saenong, bahwa: 
“Keberadaan konsultan politik dalam pemilu/pemilukada di Kota Makassar 
memang sangat diperlukan bagi Caleg ataupun Partai, karena untuk 
membantu calon atau parpol untuk memeroleh kemenangan, dimana ilmu 
berupa strategi yang ditawarkan kepada si Caleg ini telah benar jadi 
tergantung dari oknum konsultan politiknya apakah dia menggunakan cara-
cara yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, sehingga hukumnya dapat 
haram jika cara yang digunakan salah.”93F94 
 
 Lebih lanjut lagi: 
 “Bahwa manfaat dari menggunakan jasa konsultan politik memang hanya 
dirasakan oleh si Calon atau parpol yang menggunakan jasanya, dengan 
menggunakan strategi yang di tawarkan oleh konsultan politik, sedangkan 
bagi masyarakat hanya dampaknya saja dari strategi yang digunakan oleh si 
calon/parpol.” 
 Sejalan dengan yang di ungkapkan oleh Bapak H. Saenong, IbuFatmawati, 
S.IP., M.AP juga menuturkan: 
 “Sebagai pemilih, menganggap bahwa konsultan politik ini memiliki 
dampak bagi pemilih dalam pemilu maupun pemilukada, karena strategi 
yang digunakan oleh lembaga konsultan politik akan sangat berdampak bagi 
hasil yang akan dicapai oleh si kandidat dan tentu akan berdampak juga bagi 
pemilih, namun tidak banyak, apalagi lembaga konsultan politik pada 
umumnya tidak terlalu diketahui oleh masyarakat. Karena kebanyakan 
konsultan politik bermain dibelakang layar, sehingga bagi sicalon atau 
parpol tentu lembaga konsultan politik ini sangat berpengaruh dan memiliki 
peranan yang sangat penting terlebih untuk menyusun strategi, berbeda 
dengan sipemilih yang hanya akan memperoleh dampaknya saja. Lembaga 
konsultan politik dapat di ibaratkan sebagai sebuah perusahaan yang 
menawarkan produk berupa jasa  dan jasa inilah yang digunakan oleh si 
kandidat atau parpol yang membutuhkan jasanya.” 94F95 
 
 Selain dari yang di kemukakan diatas, konsultan politik juga memiliki 
peranan bagi masyarakat yaitu memberikan kesan positif kepada masyarakat 
                                                             
94H. Saenong, Wakil Sekertaris PC NU Kota Makassar, Wawancara, Makassar, Tanggal 
13 Februari 2019, pukul 14.41 wita. 
95Fatmawati,S.IP., M.AP, Anggota Muhammadiyyah Sulawesi Selatan, saat ini menjabat 
sebagai Sekertaris Bidang Kader di PP IMM periode 2019-2021, Wawancara, Makassar, Tanggal 
22 Mei 2019, pukul 20.10 wita. 
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tentang calon atau partai yang ikut dalam kontestasi politik yang menggunakan 
jasanya, sehingga tingkat persaingan dalam setiap pemilukada akan terus 
meningkat dan juga tentu saja masyarakat sebagai pemilih akan merasa 
bersemangat untuk ikut mendukung calon ataupun partai dalam 
pemilu/pemilukada, dan juga tingkat Golput akan menurun karena sang konsultan 
politik memiliki metode untuk itu. 
 Dengan adanya sosialisasi politik yang di berikan kepada individu, maka 
diharapkan akan memunculkan kesadaran politik individu untuk kemudian tidak 
hanya diam, tetapi melakukan aktivitas yang termasuk dalam partisipasi politik 
warga negara dengan pelbagai jenis tindakan. Sosialisasi politik paling tidak 
membukakan mata dan memberikan literasi politik kepada individu untuk 
memahami apa itu politik, peristiwa politik, dan apa yang bisa dilakukan oleh 
individu untuk terlibat dalam kegiatan dan mewarnai dinamika kehidupan politik 
di negaranya.95F96 
 Sebagai masyarakat, Ibu Fatmawati,S.IP., M.AP, mengatakan bahwa:96F97 
 “Boleh saja menggunakan jasa konsultan politik, namun hukumnya bisa 
berubah jika strategi yang digunakan bertentangan dengan ajaran Islam. 
Bahwa politik itu tidak kotor, namun cara yang digunakanlah yang kadang 
tidak baik untuk mencapai kekuasaan, seperti money politics, black 
campaign, dan politic assassination. Namun dalam setiap kontestasi politik, 
ada saja calon yang menggunakan ketiga cara tersebut untuk mencapai 
puncak kekuasaan, sehingga sebagai pemilih cerdas, harus benar-benar 
memfilter mana calon yang bagus untuk di usung dan mana yang tidak 
boleh di dukung.” 
 
                                                             
96Henry Subiakto dan Rachmah Ida, Komunikasi Politik, Media, dan Demokrasi, (Jakarta: 
Prenadamedia Group, 2012), h.71. 
97Fatmawati,S.IP., M.AP, Anggota Muhammadiyyah Sulawesi Selatan, saat ini menjabat 
sebagai Sekertaris Bidang Kader di PP IMM periode 2019-2021, Wawancara, Makassar, Tanggal 
22 Mei 2019, pukul 20.10 wita. 
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 Berdasarkan hal yang di kemukakan diatas, maka dapat diketahui bahwa 
menggunakan jasa konsultan politik dalam Pemilukada baik itu di Kota Makassar 
ataupun di daerah lainnya boleh saja di gunakan, namun yang perlu di tekankan 
bahwa sebagai pemilih yang cerdas, harus mengenal mana calon yang 
menggunakan cara yang keliru, baik itu yang menggunakan jasa konsultan politik 

























Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada topik masalah yang 
diangkat,penulis berkesimpulan: 
 1. Keberadaan konsultan politik dalam Pemilukada  di Kota Makassar 
ataupun di daerah lainnya dirasakan perlu kehadirannya bagi caleg ataupun 
partai politik, karena lembaga konsultan politik menjadi jembatan 
informasi publik dengan figur-figur yang berpotensi, selain itu eksistensi 
memang sangat diperlukan oleh lembaga konsultan politik untuk 
meningkatkan integritasnya secara kelembagaan. Sedangkan kewenangan 
dari konsultan politik yakni lembaga ini bekerja berdasarkan permintaan 
dari si klien, baik itu untuk melakukan survei, affais, maupun untuk 
melakukan pendampingan dalam pemilukada/pemilu, namun tetap bekerja 
juga untuk kepentingan kelembagaannya. Dengan kata lain, ketika si klien 
menyewa jasanya, maka melalui kontrak yang dibuat antara kedua belah 
pihak, disitulah konsultan politik memiliki dasar wewenang untuk 
memikirkan dan menyusun strategi apa yang akan digunakan dalam 
pemilu/pemilukada yang akan di jalani oleh klien, baik itu di Kota 
Makassar maupun pemilu tingkat pusat. 
 2. Fungsi lembaga konsultan politik menurut Hukum Tatanegara Islam yakni 
Lembaga ini ada dan dalam melaksanakan pekerjaannya tidak 




adanya lembaga konsultan politik dapat membantu para caleg/parpol untuk 
mempelajari kondisi masyarakat sehingga dapat mengetahui kebijakan-
kebijakan yang di butuhkan oleh masyarakat. Selain itu dalam Islam, juga 
membolehkan penggunaan jasa konsultan politik dalam 
pemilu/pemilukada, karena jasa yang di berikan oleh konsultan politik 
berupa strategi yang sangat membantu untuk mencapai kemenangan. 
Kehadiran konsultan politik juga berfungsi sebagai mediator untuk 
meningkatkan partisipasi masyarakat untuk tidak lagi golput dalam setiap 
pemilukada ataupun pemilu. Sedangkan konsultan politik dalam 
mendampingi klien  dalam melakukan dan menyusun strategi 
kemenangannya dalam pemilukada/pemilu tidaklah bertentangan dalam 
prinsip-prinsip ketatanegaraan Islam, selama menggunakan cara atau 
strategi yang sesuai dengan ajaran Islam. 
 3. Pandangan masyarakat mengenai keberadaan konsultan politik dalam 
pemilukada di Kota Makassar yakni boleh saja menggunakan jasa 
konsultan politik, namun yang perlu di tekankan bahwa sebagai pemilih 
yang cerdas, harus mengenal mana calon yang menggunakan cara yang 
keliru, baik itu yang menggunakan jasa konsultan politik ataupun yang 
tidak dan mana yang menggunakan cara yang jujur dan sesuai dengan 
syariat. Selain itu dengan adanya konsultan politik sebagai penasehat 





B. Implikasi Penelitian 
Besar harapan penulis dalam penyusunan skripsi ini, semoga bisa 
bermanfaat bagi masyarakat luas, pembaca, dan para praktisi politik.  Harapan 
penulis tidak luput dari pesan dalam penyusunan ini: 
1. Bagi Konsultan politik, sebagai konsultan politik yang mengedepankan 
pemberian pendidikan politik, maka dalam masyarakat tradisional dirasa 
juga perlu diberikan pendidikan politik, namun tetap diselingi oleh orasi 
kandidat guna meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap calon/parpol 
yang menjadi kliennya. 
2. Bagi Partai Politik, sebaiknya partai politik dalam menggunakan jasa 
konsultan politik untuk kepentingan kelembagaan tetap perlu 
memperhatikan kualitas setiap kadernya guna meningkatkan kepercayaan 
masyarakat.  
 3. Bagi Masyarakat, sebaiknya dalam masyarakat yang sedikit tidak mengerti 
tentang politik, pemberian pendidikan lebih baik dibandingkan hanya 
berfokus pada mobilisasi pemilih, meskipun tujuan utama kampanye 
adalah meraup dukungan dan kemenangan, namun respek yang akan 
ditimbulkan dari pemberian pendidikan politik pada masa kampanye akan 
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A. Konsultan Politik IPI 
1. Pertama, menanyakan identitas dari informan secara lengkap, mulai dari nama, 
lalu jabatannya di lembaga konsultan politik IPI? 
2. Kedua, menanyakan pendapatnya mengenai eksistensi dari lembaga konsultan 
politik IPI, mulai dari awal berdirinya, berapa jumlah anggotanya?  
3. Bagaimana kewenangannya sebagai lembaga konsultan politik ketika jasanya 
digunakan caleg atau partai politik dalam pemilukada atau pemilu? Apakah 
selama ini lembaga konsultan politik IPI  terbuka bagi masyarakat ? 
4. Menurut bapak/ibu, Apakah selama ini lembaga konsultan politik memiliki 
peranan penting  bagi masyarakat  sebagai pemilih? Hal apa saja yang di 
tawarkan kepada caleg atau parpol yang datang hendak menggunakan jasanya 
sebagai konsultan politik? 
5. Berapa harga atau mahar yang ditetapkan bagi caleg atau parpol yang 
menggunakan jasanya? strategi apa yang digunakan IPI untuk membantu 
memenangkan caleg atau parpolnya? 
6.  Bagaimana caranya lembaga konsultan politik IPI menanggapi persaingan 
dengan lembaga konsultan politik lainnya dalam pemilukada atau pemilu? 
Bagaimana eksistensi lembaga konsultan politik IPI dalam pemilukada di Kota 
Makassar? 
7. Apakah jasa lembaga konsultan politik IPI sangat laku dalam pemilukada 
khsusnya di Provinsi Sulawesi Selatan, ataukah lebih banyak yang 
menggunakan jasanya di luar? Jelaskan. 
8. Apa hambatan yang dialami lembaga konsultan politik ketika ikut membantu 
caleg atau parpol pengguna jasanya dalam pemilukada ataupun pemilu? 
B. Partai  
1. Pertama, menanyakan identitas dari informan secara lengkap, mulai dari nama, 
lalu jabatannya di partai? 
2. Kedua, menanyakan berapa jumlah anggotanya di DPD Partainya? 
3. Pernahkah partai atau kadernya menggunakan jasa konsultan politik untuk 
memenangkan atau untuk memperoleh kursi dalam pemilukada atau pemilu? 
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Ketika menggunakan jasa konsultan politik dalam pemilukada atau pemilu, 
apakah memperoleh kemenangan atau kekalahan?  
4. Bagaimana rasanya menggunakan jasa konsultan politik dalam pemilukada atau 
pemilu? Bagaimana pandangannya mengenai keberadaan konsultan politik 
dalam pemilukada atau pemilu?  
5. Menurut bapak/ibu, Apakah selama ini lembaga konsultan politik memiliki 
peranan penting  bagi masyarakat  sebagai pemilih?  
6. Apa saja yang di tawarkan kepada caleg atau parpol yang datang kepada 
konsultan politik yang akan menggunakan jasanya? berapa harga atau mahar 
yang ditetapkan bagi caleg atau parpol yang menggunakan jasa konsultan 
politik?  
7. Menurut Bapak/Ibu, keberadaan/eksistensi konsultan politik dalam pemilukada 
atau pemilu sekarang sangat berpengaruh? Bagaimana jika Caleg atau Parpol 
tidak menggunakan jasa konsultan politik?  
C. Tokoh Masyarakat 
1. Pertama, menanyakan identitas dari informan secara lengkap, mulai dari nama, 
lalu jabatannya? 
2. Kedua, menanyakan pendapatnya mengenai eksistensinya, mulai dari awal 
berdirinya, bagaimana pandangannyamengenai keberadaan konsultan politik 
dalam pemilukada atau pemilu?  
3. Bagaimana Perspektif masyarakat terhadap lembaga konsultan politik dalam 
pemilukada di Kota Makassar? Ketika menggunakan jasa konsultan politik 
dalam pemilukada atau pemilu, apakah hal tersebut di bolehkan atau tidak 
dalam pandangan Islam? 
4. Menurut bapak/ibu, Apakah selama ini lembaga konsultan politik memiliki 
peranan penting bagi masyarakat  sebagai pemilih? Atau manfaatnya hanya 
dirasakan oleh caleg atau parpol yang menggunakan jasanya?  
5. Menurut bapak/ibu, eksistensi dari lembaga konsultan politik dalam 
pemilukada memang sangat di perlukan atau tidak? Mengingat harganya yang 
sangat mahal? Bukankah itu menutup jalan bagi pihak yang hendak ikut 
berpartisipasi dalam pemilukada atau pemilu namun kurang uangnya?  
6. Menurut Bapak/Ibu, apakah keberadaan konsultan politik dalam pemilukada 
atau pemilu sesuai dengan nilai-nilai dalam Islam atau justru bertentangan?  
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7. Bagaimana hukumnya, apakah mubah, makruh atau haram?  
8. Menurut Bapak/Ibu, keberadaan/eksistensi konsultan politik dalam pemilukada 
atau pemilu sekarang sangat berpengaruh?  
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